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8. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 
 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat 
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan 
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang 
disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang 
strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima 
tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun 
evaluasi Renja. 

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Peraturan Pemerintah 
nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kota 
Blitar mengemban amanah menyelenggarakan urusan pemerintah wajib 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial yang berhak 
diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Kesejahteraan sosial 
merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu 
bangsa. Dalam konteks ini, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk 
memberikan layanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, 
terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang 
disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat yang mengalami kemiskinan. 
Dengan meningkatnya tantangan sosial, seperti ketidakadilan ekonomi, 
perubahan demografi, dan dampak perubahan iklim, Dinas Sosial perlu 
beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif 
dan efisien.  

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Sosial Kota 
Blitar tahun 2025-2030 disusun dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dengan 
memperhatikan Renstra Kementerian Sosial maupun Renstra Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Timur. Renstra ini disusun berdasarkan analisis situasi 
terkini, termasuk potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Melalui 
pendekatan partisipatif, Dinas Sosial berkomitmen untuk melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-
pemerintah, dan sektor swasta, dalam merumuskan strategi yang tepat 
untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan 
Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai 
berikut:  

a. Persiapan, meliputi:  
1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang 

pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;  
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2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;  
3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat 

Daerah; dan  
4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD. 
b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan 

bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan 
mencakup:  
1) Analisis gambaran pelayanan;  
2) Analisis permasalahan;  
3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;  
4) Analisis isu strategis;  
5) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan 

sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal 
RPJMD;  

6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk 
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat 
Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator 
kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran 
berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta 

program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. 
c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan 

menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah 
dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah 
dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala 
BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra 
Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD. 

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 
Forum Perangkat Daerah merupakan forum para pemangku 
kepentingan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Renstra 
untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan 
substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah. 

e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan 
proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah 
menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan 

untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 
Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program 
pembangunan. 

f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah 
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman 
kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. 
 
Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah harus ada 

keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, 
provinsi maupun daerah. Keterkaitan Renstra dengan dokumen 
perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN 

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan 
Renstra (Rencana Strategis) memiliki keterkaitan dalam konteks 
perencanaan pembangunan. RPJMN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun yang 

menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara 
nasional. Sementara itu, Renstra adalah dokumen perencanaan yang 
lebih spesifik, dibuat oleh perangkat daerah, merupakan penjabaran 
dari RPJMD kabupaten/kota yang mana dalam penyusunannya 
diselaraskan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN sehingga Renstra 
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perangkat daerah merupakan satu kesatuan system yang harus 
selaras antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  

b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 
Renstra perangkat daerah disusun sebagai turunan dari RPJMD 
kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Renstra juga memiliki 
keterkaitan erat dengan RPJMD provinsi karena pembangunan di 
kabupaten/kota juga harus selaras dengan provinsi. RPJMD provinsi 
memuat visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
provinsi. Sedangkan Renstra PD kabupaten/kota penyusunannya 
menyelaraskan program dan kegiatan agar mendukung pencapaian 
sasaran pembangunan provinsi khususnya pada urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama. Renstra PD 
memastikan bahwa strategi pembangunan sektoral di daerah tepat 
konsisten dengan arah pembangunan provinsi sehingga tercapai 
kesinambungan pembangunan antar wilayah.  

c. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD  
Renstra Perangkat  Daerah disusun sebagai penjabaran lebih rinci 
dari RPJMD kabupaten/kota. Renstra menjadi instrument penting 
untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan 
dan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 

dapat dioperasionalkan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. 
Renstra PD memuat strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 
spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan perangkat daerah. RPJMD merupakan kerangka umum 
arah pembangunan daerah sedangka Renstra menerjemahkan 
kerangka tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang lebih 
teknis, terukur dan sesuai dengan peran masing-masing perangkat 
daerah. Keberhasilan Renstra PD menjadi bagian dari keberhasilan 
pencapaian RPJMD. 

 d.  Keterkaitan Renstra dengan Renstra Kementerian/Lembaga 
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra 
Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan dokumen perencanaan 
jangka menengah di tingkat pusat, sedangkan Renstra Perangkat 
Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah di 
tingkat daerah. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat karena 
berada dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan 

nasional. Renstra K/L disusun berdasarkan RPJMN yang memuat 
visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan di tingkat nasional. Sedangkan Renstra PD disusun 
berdasarkan RPJMD yang juga merujuk pada RPJMN dan Renstra 
K/L sesuai urusan pemerintahan konkruen, sehingga Renstra PD 
harus selaras dengan arah kebijakan Renstra K/L agar tercapai 
kesinambungan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan 
yang bersifat konkruen dibagi antara pusat (K/L), provinsi dan 
kabupaten/kota. Renstra K/L mengatur arah kebijakan dan program 
pada tingkat nasional, sementara Renstra PD menjalankan peran 
yang lebih operasional di tingkat daerah, sehingga keduanya saling 
melengkapi dalam mencapai target pembangunan nasional. 

 e.  Keterkaitan Renstra PD Kabupaten/Kota dengan Renstra PD Provinsi 
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen 
Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan Renstra PD 
Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya 

merupakan turunan dari RPJMD masing-masing level pemerintahan, 
yang sama-sama mengacu pada RPJMN. Renstra PD kabupaten/kota 
disusun untuk menjabarkan RPJMD kabupaten/kota dengan 
memperhatikan arah kebijakan pembangunan provinsi. 
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f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.  
Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka 
menengah (lima tahunan) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 
arah kebijakan serta program sesuai dengan tugas dan fungsi 
perangkat daerah. Sedangkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 
Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun 
setiap tahun berdasarkan Renstra, RPJMD serta memperhatikan 
RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari 
Renstra, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja 
harus konsisten dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam Renstra. 
 
Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam 

sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat 
dilihat dalam bagan sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1 

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan 
 

 
       

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Sosial  
yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi 
pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra 
merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol dalam mendukung visi, misi, 
tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.  

 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial  Kota 
Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah   Kota  Kecil  dalam   Lingkungan  Propinsi   Jawa  
Timur,  Jawa Tengah   dan   Jawa  Barat  (Berita  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 1950 Nomor  42) sebagaimana telah  diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan  Nomor  17 Tahun  1950  (Republik  Indonesia 
Dahulu)  tentang Pembentukan   Kota-Kota    Besar    dan    Kota-Kota    
Kecil   di    Jawa (Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Tahun   
1954   Nomor    40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Noor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6081);   

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019  tentang  Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6883); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 180); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018  tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 nomor 868) ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar 
Tahun 2018 Nomor 6); 

33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025 – 
2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5); dan 

34. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini adalah 

menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025-
2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.  

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota 
Blitar  Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana 
Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar dan digunakan sebagai bahan 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial  Kota Blitar 

Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN 
 1.1 Latar Belakang 
 1.2 Landasan Hukum 
 1.3 Maksud Tujuan  
 1.4 Sistematika Penulisan 
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
 2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 
 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 
 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat 

Daerah 
 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 
 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 
 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja 

Perangkat Daerah 

 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab 
Perangkat Daerah 

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 
 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan 

Perangkat Daerah 
 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 
 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis 
 2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 
 3.2   Strategi dan Arah Kebijakan 
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 4.1   Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 

 4.2   Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan 
BAB VI PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
 
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

 
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial  

Kota Blitar diatur dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 49 Tahun 
2022. Dinas Sosial  merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan.  

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial  Kota 
Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut : 
1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ; 
2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial; 
3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

di bidang sosial; 
4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial  

serta pelayanan umum di bidang sosial; 
5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan 

sosial; 
6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial; 
7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan 

rehabilitasi sosial; 
8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi 

korban bencana alam dan sosial; 
9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan; 
10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang 

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan 
pelaksanaan tugas dinas; 

11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di 
lingkungan kantor; 

12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial 
sesuai dengan kewenangan daerah; 

13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP); 

14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial; 
17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website 
Pemerintah Daerah; 

18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan 
pelaksanaan tugas bidang sosial; dan 

19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari Kepala Dinas, 
Sekretariat dipimpin Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, 
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Keuangan dan Kepegawaian, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 
Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 
serta kelompok jabatan fungsional. Adapun penjabaran tugas pokok dan 
fungsi Dinas Sosial sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas mempunyai tugas : menyelenggarakan, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan 
tugas  dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam tugas dan 
fungsi Dinas Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan Wali Kota Blitar. 

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 
administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit 
kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi 
kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan di lingkungan 
dinas; 
Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat Dinas Sosial Kota Blitar 
menjalankan fungsi : 
1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah 

; 
2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan 

dan program kerja unit kerja secara terpadu; 
3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan 

program/kegiatan sekretariat; 
4) Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan 
Publik (SPP); 

5) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA); 

7) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

8) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas; 
9) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan 

tata laksana serta mekanisme kerja Perangkat Daerah dan 
fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya; 

10) Penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian 
pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, barang 
milik daerah dan penatausahaan keuangan; 

11) Pengkoordinasian dan fasilitasi tugas-tugas keprotokolan dan 
kehumasan; 

12) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga 
dan tata usaha dinas; 

13) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan 
Penetapan Kinerja; 

14) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi 
perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan 
penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 

15) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan; 
16) Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja; 
17) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
18) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan 

aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
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19) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi; 

20) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja 
pelaksanaan urusan pemerintah; 

21) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan 
masyarakat di urusan sosial; 

22) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 

23) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
24) Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP); 
25) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan Dinas Sosial secara berkala melalui sub domain 
website Pemerintah Daerah; dan 

26) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis 
dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 
Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi 
Sosial menjalankan fungsi : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi 

sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
2) Penyusunan program/kegiatan di bidang pelayanan dan 

rehabilitasi sosial; 
3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang rehabilitasi sosial; 
4) Pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta pembinaan 

lanjutan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial ; 

5) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang 

pelayanan dan rehabilitasi sosial; 
6) Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengelolaan data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial; 

7) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; 
8) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial; 
9) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial; dan 
10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidangnya. 
 

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  Bidang Pemberdayaan 
Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan 

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang 
Pemberdayaan Sosial. 
Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial 
menjalankan fungsi : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
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2) Menyusun program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial; 
3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pemberdayaan sosial; 
4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, 
keluarga, dan kelembagaan masyarakat; 

5) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan 
potensi sumber kesejahteraan sosial; 

6) Pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka 
menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial 
masyarakat; 

7) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta 
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, 
keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; 

8) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka 
pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan 
kepahlawanan; 

9) Pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam 
pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

10) Fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan Taman Makam Pahlawan; 
11) Pelayanan pengangkatan serta pemakaman jenazah dan rangka 

jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

12) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan 
dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial; 

13) Melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial; 

14) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan 
dan evaluasi rekomendasi perizinan dan pengelolaan sumber 
dana sosial oleh masyarakat; dan 

15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 
 

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan 
Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial. 
Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan 
Sosial mempunyai fungsi : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan 

sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
2) Penyusunan program/kegiatan di bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial; 
3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta 
penanganan fakir miskin; 

4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan 
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan 
pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang telantar, serta 
jaminan sosial; 

5) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan 
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, 
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Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan 
pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial; 

6) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan 
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan 
pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial; 

7) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan 
perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga dan 
pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta jaminan sosial; 

8) Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan kota; 
9) Pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan; 
10) Pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan 

pengembangan ekonomi masyarakat; 
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 
 

f. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan 
Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
kewenangan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Adapun  struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 
 
a. Sumber daya manusia 

Keberadaan sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, 
anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan 
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas 
dan peran Dinas Sosial  Kota Blitar dalam menghadapi perubahan 
lingkungan strategis.  
Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan 
golongan/kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Pendidikan 
 

No. Tingkat Pendidikan L P Jumlah 

1. S2 (Pasca Sarjana) 0 2 2 

2. S1 (Sarjana) 3 8 11 

3 Diploma IV 0 1 1 

4. Diploma III 0 3 3 

5. Diploma II 0 0 0 

6. SLTA 6 0 6 

7. SLTP 0 0 0 

 Jumlah  9 14 23 

Sumber data : Dinas Sosial 2025 
 

Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah 

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 
 

No. Pangkat/Golongan Ruang L P Jumlah 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 0 1 1 

2 Pembina Tk. I (IV/b) 0 1 1 

3 Pembina (IV/a) 0 1 1 

4 Penata Tk. I (III/d) 1 6 7 

5 Penata (III/c) 0 0 0 

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 0 0 0 

7 Penata Muda (III/a)/setara 3 5 8 

8 Pengatur Tk. I (II/d) 1 0 1 

9 Pengatur (II/c) 2 0 2 

10 Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 0 1 

11 Pengatur Muda (II/a)/setara 1 0 1 

Total 9 14 23 

Sumber data : Dinas Sosial 2025 
 

Tabel 2.3 
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Jabatan 

 

No. Pangkat/Golongan Ruang L P Jumlah 

1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 0 1 1 

2 Jabatan Administrator 0 2 2 

3 Jabatan Pengawas 0 1 1 

4 Jabatan Fungsional Tertentu 1 8 9 

5 Jabatan Pelaksana 8 2 10 

Total 9 14 23 

Sumber data : Dinas Sosial 2025 
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Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial  Kota Blitar 
sebanyak 23 orang terdiri dari 20 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 
orang PPPK serta didukung oleh Tenaga Pendukung Lainnya sebanyak 

16 orang terdiri dari tenaga keamanan 7 orang, tenaga kebersihan 3 
orang pengadministrasi perkantoran 2 orang, tenaga teknologi 
informasi 2 orang dan tenaga pendukung penelaah teknis kebijakan 2 
orang. 
 

b. Sarana Dan Prasarana 
Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya 
yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada 
Dinas Sosial  Kota Blitar, antara lain :  

 
Tabel 2.4 

Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah  
berdasarkan Kondisi 

 

No. 
Jenis Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah berdasarkan Kondisi 

Baik Rusak 

1 Gedung Kantor 1 0 

2 Shelter 1 0 

3 Komputer PC 8 2 

4 Laptop 20 6 

5 Printer 21 5 

6 Scaner 3 2 

7 Kursi kerja 103 25 

8 Meja kerja 49 5 

9 Almari Arsip 45 5 

10 Flling Cabinet 18 3 

11 Sepeda Motor 13 0 

12 Kendaraan Operasional 3 0 

13 AC Split 20 2 

Sumber data : Dinas Sosial 2025 

 
Mengingat terdapatnya sarana prasarana yang kondisinya 

rusak dan guna mengantisipasi tambahan kerusakan karena 
bertambahnya usia perolehan aset maka direncanakan pengadaan 
maupun pemeliharaan sarana prasarana guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Sosial.  

Disamping sarana prasarana tersebut, Dinas Sosial 
mendapatkan pinjam pakai kendaraan operasional dari Kementerian 
Sosial berupa 1 Unit Mobil Dapur Umum Lapangan dan 1 Unit sepeda 
motor. Sedangkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
mendapatkan pinjam pakai sepeda motor operasional sebanyak 2 unit 
untuk koordinator TKSK dan koordinator Tagana. 

 
2.1.3  Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Peragkat Daerah 

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran 
strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan 

realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian 
atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk 
mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis 
serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas 
efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan 
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yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja.  

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022-2025 

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar 

Tahun 2016-2021 
 

NO 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

IKU/SPM/
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Tingkat Capaian pada Tahun ke- 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Indikator Tujuan                           

1 Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

  84.35 84.39 85.00 85.04 85.13 84.96 86.04 86.05   100,92%    100,68%    101,22%  101,19% 

2 Persentase PPKS - 7.48 7.37 7.26 7.15 7.4 7.24 6.71  101,07% 101,76% 107,58% 
 

II Indikator Sasaran                           

1 Nilai SAKIP Perangkat 

Daerah 

  84.35 84.39 85.00 85.04 85.13 84.96 86.04 86.05   100,92%    100,68%    101,22%  101,19% 

2 Persentase Fakir Miskin Yang 
Berdaya 

IKU 10.00    10.00   -   -   15.71    45.83   -       157,1%      458,3%      

     2.32      2.77         2.70        116,38%   

3 Persentase Penurunan PPKS IKU   1.45      1.47   1.49       1.52     6.09       1.46     6.44      420%      99,32%  432,21%    

 4 Persentase PPKS yang 
Terpenuhi Layanan Dasar 

Bidang Sosial 

IKU  -   -  91.19    92.64   -   -   94.43  *     103,55%        

III Indikator Lainnya                           

1 Persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di Luar Panti Sosial 

SPM, IKK 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100  

2 Persentase anak terlantar 
yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di Luar Panti Sosial 

SPM, IKK 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100  
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NO 

Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

IKU/SPM/

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke- 
Realisasi Capaian Tahun ke- Tingkat Capaian pada Tahun ke- 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Persentase Lanjut Usia 

terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di Luar 

Panti Sosial 

SPM, IKK 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100  

4 Persentase Gepeng yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di Luar Panti Sosial 

SPM, IKK 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100  

5 Persentase korban bencana 

yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan 

setelah tanggap darurat 

bencana  

SPM, IKK 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100  

Sumber Data : Dinas Sosial 2025
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Adapun tren capaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Indikator Tujuan 

 
 

b. Indikator Sasaran 

 
c. IKK dan SPM 

 
 

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada periode Renstra 
2021-2026 Dinas Sosial mempunyai indikator kinerja sebagai berikut : 

 
a. Indikator Tujuan 

a.1. Persentase PPKS 
 

85,13 84,96 86,04 86,05

7,4 7,24 6,71

2022 2023 2024 2025

Gambar 2.2
Grafik Capaian Indikator Tujuan

Nilai SAKIP Persentase PPKS

85,13 84,96 86,04 86,05

2,76,09
1,46

6,44

2022 2023 2024 2025

Gambar 2.3
Grafik Capaian Indikator Sasaran

Nilai SAKIP

% Fakir Miskin yg Berdaya

% Penurunan PPKS

% PPKS yg Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial

100 100 100 100100 100 100 100

2022 2023 2024 2025

Gambar 2.4
Grafik Capaian IKK dan SPM

% Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lansia Terlantar dan Gepeng
yang terpenuhi Kebutuhan Dasar di Luar Panti

% Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah
tanggap Darurat Bencana
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Persentase PPKS selama kurun waktu 2022-2024 terus mengalami 
penurunan dari 7,4% menjadi 7,24% kemudian turun menjadi 6,71% 
dan apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya telah 

melebihi target yang ditetapkan dan terus meningkat yaitu 101,07%, 
101,78% dan 107,58%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tren 
positif dalam penanganan PPKS di Kota Blitar. Penanganan PPKS 
menjadi efektif karena adanya sinergi dan kolaborasi antar dinas, 
lembaga dan stakeholder terkait yang didukung dengan ketersediaan 
anggaran serta SDM kesejahteraan sosial yang memadai. 

b. Indikator Sasaran 
b.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Selama kurun waktu 2022 – 2025 realisasi Nilai SAKIP selalu 
melebihi target Renstra. Hal ini berkat kerja sama dan upaya yang 
maksimal untuk mencapai target kinerja dari seluruh unsur baik 
pimpinan sampai dengan pelaksana. Meskipun secara umum target 
telah terpenuhi, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai 
SAKIP dari 85,13 menjadi 84,96 karena adanya Indikator Kinerja 
Utama yang kurang memenuhi unsur SMART. Berdasarkan hasil 
evaluasi tersebut maka pada tahun 2023 dilakukan Perubahan 

Renstra 2021-2026 guna meningkatkan kualitas dokumen 
perencanaan sesuai rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2023. Pada 
tahun 2024 nilai SAKIP meningkat menjadi 86,04 dan 86,05 pada 
tahun 2025.  

b.2. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya 
Indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 dari target masing-masing 
10% tercapai 15,72% dan 45,83%. Indikator ini dihitung berdasarkan 
jumlah peserta pelatihan keterampilan dan mendapat bantuan 
peralatan usaha yang sudah merintis usaha/bekerja dibandingkan 
dengan jumlah keseluruhan peserta pelatihan keterampilan dan 
dihitung secara terpisah setiap tahun.  
Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 sesuai Perubahan Renstra 
2021-2026 yang dilakukan terdapat perubahan cara menghitung 
capaian indikator ini menjadi lebih luas cakupannya yaitu menjadi 
akumulasi jumlah peserta pelatihan yang mulai merintis 
usaha/bekerja ditambah dengan graduasi mandiri penerima 

bantuan sosial dibandingkan dengan jumlah fakir miskin pada tahun 
bersangkutan. Oleh karena itu pada tahun 2024 dan 2025 terjadi 
perubahan target kinerja yang semulai masing-masing 10% menjadi 
2,32% dan 2,77%. Realisasi tahun 2024 sebesar 2,70% dengan 
tingkat capaian 116,38%. Kesimpulannya kinerja selama kurun 
waktu 2022-2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Upaya 
penanganan fakir miskin yang dilakukan secara kolaboratif antara 
pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait merupakan faktor 
penentu keberhasilan program penanganan fakir miskin disamping 
keinginan fakir miskin itu sendiri untuk merubah hidupnya menjadi 
lebih baik. 

b.3. Persentase penurunan PPKS 
Realisasi indikator ini selama kurun waktu 2022-2024 mengalami 
naik turun dari 6,09% lalu turun menjadi 1,46% kemudian naik lagi 
menjadi 6,44%. Apabila dibandingkan dengan target maka pada 
tahun 2022 dan 2024 capaian kinerja tercapai melebihi target 
sedangkan tahun 2023 tercapai 99,32%.  
Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat 
dinamis, sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan 
secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam, 
kerusuhan maupun konflik sosial sehingga jumlahnya fluktuatif dari 
waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Meskipun demikian 
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upaya penanganan PPKS perlu terus dilakukan bahkan 
ditingkatkan. 
Assessment yang detail terhadap PPKS menentukan jenis intervensi 

penanganan yang tepat bagi PPKS dalam rangka upaya untuk 
menurunkan PPKS. Tentu saja hal ini juga didukung oleh SDM 
kesejahteraan sosial yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta 
efektifnya jejaring usaha kesejahteraan sosial dengan seluruh jajaran 
baik pusat, provinsi, kabupaten/kota lain, antar 
instansi/lembaga/stake holder terkait.     

b.4. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial 
Indikator ini merupakan indikator baru yang termuat dalam 
Perubahan Renstra tahun 2021-2026 sebagai integrasi pohon kinerja 
ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah guna 
menindaklanjuti evaluasi SAKIP tahun 2022 dari Kementerian PAN 
dan RB. Oleh karena itu indikator ini baru diukur pada tahun 2024. 
Dari target 91,19% tercapai 94,43% dengan tingkat capaian 
103,55%. Sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi 
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan 
jaminan sosial. Penyelenggaraan sosial merupakan tanggung jawab 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu 
capaian kinerja ini terwujud berkat efektvitas koordinasi, sinergi 
program dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan 
dan stakeholder terkait. 

c. Indikator SPM dan IKK 
Dinas Sosial mempunyai indikator SPM dan IKK yang sama yaitu : 

1) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar Panti Sosial 

2) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 
Panti Sosial 

3) Persentase Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 
luar Panti Sosial 

4) Persentase Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti 

Sosial 
Indikator ini merupakan ukuran capaian pemenuhan kebutuhan 
rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak 
terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng di luar Panti Sosial. Jenis 
layanan meliputi antara lain penyediaan permakanan, penyediaan 
sandang, penyediaan alat bantu, bimbingan fisik, mental, spiritual dan 
sosial, fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan, 
fasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran 
dan reunifikasi keluarga, layanan data dan pengaduan serta layanan 
rujukan. Dalam kurun waktu 2022-2025 ditetapkan target masing-
masing 100% per tahun dan capaian kinerja tahun 2022-2024 sebesar 
100% pada masing-masing indikator setiap tahunnya. Ketersediaan data 
yang akurat dan dilengkapi hasil assessment terhadap penerima layanan 
yang tepat akan menentukan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan penerima layanan. Disamping itu peran aktif, koordinasi dan 
kerja sama perangkat daerah dengan pilar-pilar sosial juga sinergi dengan 
instansi/lembaga dan stakeholder terkait merupakan faktor utama 
keberhasilan program.    
5) Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana 
Berdasarkan tabel di atas maka pada kurun waktu 2022-2024 target 
kinerja tercapai 100% pada setiap tahunnya. Keberhasilan ini 
didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, sinergi dan 
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kolaborasi dengan instansi serta stakeholder terkait. Disamping itu 
juga dilakukan penyiapan Tagana yang berkompeten dalam 
penanganan korban bencana melalui sosialisasi, pembinaan maupun 

Bimtek. 
  

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 
Dinas Sosial Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Wali Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2022, merupakan salah satu 
Perangkat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang sosial yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan kelompok 
sasaran pelayanan Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS).  PPKS adalah perseorangan, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, 
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, 
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, 
rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber  Kesejahteraan Sosial (PSKS), PPKS 
ada 26 jenis terdiri dari : 
a. Anak Balita terlantar 
b. Anak terlantar 
c. Anak yang berhadapan dengan hokum 
d. Anak jalanan 
e. Anak dengan kedisabilitasan 
f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan 

salah 
g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 
h. Lanjut usia terlantar 
i. Penyandang disabilitas 
j. Tuna susila 
k. Gelandangan 
l. Pengemis 
m. Pemulung 

n. Kelompok minoritas 
o. Bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan 
p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 
q. Korban penyalahgunaan NAPZA 
r. Korban trafficking 
s. Korban tindak kekerasan 
t. Pekerja migran bermasalah sosial 
u. Korban bencana alam 
v. Korban bencana sosial 
w. Perempuan rawan sosial ekonomi 
x. Fakir miskin 
y. Keluarga bermasalah sosial psikologis 
z. Komunitas adat terpencil 

Dari 26 jenis PPKS tersebut 2 jenis bukan merupakan kewenangan 
daerah yaitu ODHA dan korban penyalahgunaan NAPZA. 

Karena mengalami disfungsi sosial maka guna mengembangkan 
fungsi sosialnya mereka membutuhkan akses program kesejahteraan 
sosial yang tepat dan mudah dijangkau yang meliputi pemberdayaan 
sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. 

Selain PPKS, Dinas Sosial juga mempunyai kelompok sasaran yang 
disebut PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yaitu 
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat 
berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan 
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memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang berdasarkan 
Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8 tahun 2012 terdiri dari : 
a. Pekerja Sosial Profesional 

b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 
c. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 
d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 
e. Karang Taruna 
f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 
g. Keluarga pioneer 
h. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 
i. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 
j. Penyuluh Sosial  
k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
l. Dunia usaha 

Disamping itu Dinas Sosial mengemban tugas dan fungsi 
pelestarian  nilai-nilai  keperintisan  dan  kepahlawanan dengan 
sasaran : 
a. Perintis/janda perintis kemerdekaan 
b. Organisasi sosial  

c. Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya 
   

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, 

terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 
memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain yang 
terkait. Dinas Sosial Kota Blitar dalam pelayanan sosial selalu bekerja 
sama dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan perannya 
masing-masing antara lain : 
a. Kementerian Sosial bersinergi terkait program perlindungan sosial 

(PKH dan Bantuan Sosial Sembako), inisiasi Sekolah Rakyat, 
terwujudnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), 

permakanan Lansia tunggal, asistensi terintegrasi dan layanan 
rujukan PPKS. 

b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait layanan rujukan PPKS 
melalui UPT Rehabilitasi Sosial, Asistensi Sosial Penyndang 
disabilitas dan program PKH Plus. 

c. Dinas Kesehatan terkait fasilitasi layanan akses kesehatan bagi 
PPKS. 

d. Dinas Pendidikan terkait fasilitasi layanan akses pendidikan dasar. 
e. Badan Pusat Statistik terkait pemutakhiran DTSEN. 
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana terkait 
pendampingan anak bermasalah sosial. 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan 
korban bencana. 

h. Satuan Polisi Pamong Praja terkait penjangkauan PPKS. 
i. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil terkait pemadanan NIK 

Keluarga Penerima Manfaat dan fasilitasi pembuatan dokumen 
administrasi kependudukan bagi PPKS terlantar. 

j. Kementerian Agama terkait program bimbingan fisik, mental, 
spiritual dan sosial bagi PPKS. 

k. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terkait pemadanan 
dan publikasi data program kesejahteraan sosial. 
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l. Kelurahan/Kecamatan terkait verifikasi lapangan calon penerima 
manfaat. 

m. BAZNAS terkait bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS. 

n. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah individu, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan dalam menjaga, 
menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga 
Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 
Karang Taruna. 

 
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan 
dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama 
kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-
anak terlantar, korban kekerasan, dan masyarakat miskin. Meskipun 
berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 
daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang 
memerlukan perhatian serius.  

 
2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan 
kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi 
khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kehidupan 
yang layak dan bermartabat. Dalam konteks ini, daerah memiliki peran 
penting sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan 
kesejahteraan sosial. Kota Blitar memiliki potensi besar dalam 
memberikan layanan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada 
PPKS diantaranya : 
a. Kekuatan Sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial baik ASN 

maupun PSKS yang meliputi TKSK, PSM, Pendamping PKH, 
Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tagana, Karang Taruna maupun 
relawan sosial lainnya menjadi modal utama layanan kesejahteraan 
sosial. Mereka berperan aktif dalam proses pendampingan dan 
asesmen terhadap PPKS. 

b. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan shelter PPKS 
dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas jangkauan 
layanan terhadap PPKS. 

c. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 
sebagai sumber data dalam sinergi dan kolaborasi program dengan 
pemerintah pusat maupun provinsi sehingga layanan akan tepat 
sasaran. 

d. Sinergi program dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah 
sangat penting untuk memastikan pelayanan sosial berjalan lebih 
efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat 
penting untuk menjangkau PPKS secara lebih inklusif. 

e. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan sosial antara lain 
dalam layanan pengaduan masyarakat memungkinkan respon yang 
lebih cepat dan akurat terhadap kasus-kasus yang dihadapi PPKS. 

 
2.2.2 Permasalahan Perangkat Daerah 

Beberapa permasalahan yang dihadapi PPKS sehingga mereka 
tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar meliputi 
kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, 
korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi. 
Tidak menutup kemungkinan seseorang mengalami lebih dari satu 
permasalahan sehingga masalahnya menjadi lebih kompleks. 
Keberadaan PPKS selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak 
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akan pernah habis sehingga memerlukan dinamika dan fleksibilitas 
dalam penanganan dan penyelesaian masalahnya. Mengingat data 
PPKS yang selalu berubah maka dalam pelayanan kesejahteraan sosial 

dituntut penyajian data yang akurat sehingga diperlukan updating data 
secara berkala serta assessment yang menyeluruh untuk mengetahui 
intervensi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.   

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang membutuhkan 
keberlanjutan sehingga belum tentu terpenuhi pada satu instansi dan 
tidak menutup kemungkinan memerlukan layanan lanjutan sehingga 
diperlukan sinergi dan kerja sama baik antar sesama instansi 
pemerintah maupun non pemerintah. Keterbatasan sarana dan 
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik dari sebaran maupun 
kapasitas membutuhkan upaya lain yaitu kerja sama dengan lembaga 
non pemerintahan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial  dan lembaga 
yang sejenis, CSR maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam 
pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.  

Hal yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial adalah ketersediaan sumber daya manusia yang 
kompeten baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta dukungan anggaran yang 
memadai. 

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan makin efektif 
dan berhasil mengembangkan fungsi sosial PPKS jika ada semangat 
dan keinginan dari PPKS itu sendiri untuk hidup lebih baik serta 
dukungan dan pendampingan keluarga/masyarakat.  

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 

 
Tabel 2.6 

Rumusan Permasalahan Dinas Sosial 
 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum optimalnya 
fungsi sosial PPKS 
untuk hidup secara 
wajar 
 

Belum optimalnya 
layanan rehabilitasi 
sosial 

Minimnya sebaran 
dan terbatasnya 
kapasitas UPT 
Rehabsos milik 
Kementerian Sosial 
maupun Dinas Sosial 
Prov Jatim untuk 
layanan sosial 
lanjutan 
 

  Kurangnya dukungan 
keluarga dan 
masyarakat dalam 
pendampingan sosial 
bagi anggota keluarga 
maupun lingkungan 
sekitarnya 
 

  Masih rendahnya 

kesadaran PPKS 
untuk merespon 
positif layanan 
rehabsos yang 
diberikan 
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 Kurangnya kapasitas 

PSKS dalam 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

Belum adanya regulasi 

kualifikasi PSKS yang 
disesuaikan dengan 
kebutuhan dinamika 
permasalahan sosial 
yang terus 
berkembang dan 
semakin kompleks 

  Kurangnya 
kesempatan PSKS 
untuk memperoleh 
peningkatan 
kapasitas/kompetensi  

  Belum optimalnya 
nilai akreditasi LKS 

 Belum optimalnya 
pemberdayaan sosial 

bagi PPKS 

Masih rendahnya 
keterampilan PPKS 

untuk meningkatkan 
pendapatan   

  Belum optimalnya 
pendampingan usaha 
dan fasilitasi akses 
pemasaran hasil 
usaha secara 
berkelanjutan 

 Belum optimalnya 
layanan 
perlindungan sosial 
dan jaminan sosial 
bagi PPKS 

Masih adanya 
penerima layanan 
yang kurang tepat 
sasaran 

  Belum tersedianya 
data penerima layanan 
perlindungan dan 

jaminan sosial yang 
akurat dan terpadu 

 
2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 tidak terlepas 
dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar 
Tahun 2025-2029. Dalam KLHS tersebut disampaikan 8 isu paling 
strategis pembangunan berkelanjutan yaitu : 
a. Daya Saing Sumber daya manusia 
b. Pengentasan Kemiskinan 
c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) 
d. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wisata Kebangsaan 
e. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kota 
f. Minimalisasi Degradasi Lingkungan 
g. Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman 
h. Peningkatan Mitigasi Bencana Perkotaan 

Isu strategis yang berkaitan dengan urusan sosial adalah tentang 
kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Kota Blitar mengalami perubahan 
yang cenderung dinamis dan fluktuatif. Hal tersebut diindikasikan 
melalui adanya tren peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2018, garis kemiskinan di Kota Blitar berada pada angka 
425.832 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10.470 jiwa dan 
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persentase 7,44%. Di tahun 2019, terjadi penurunan angka kemiskinan 
yang dapat diketahui melalui besaran persentase penduduk miskin 
yang mengalami penurunan hingga menjadi 7,13%. Namun pada tahun 

2020 kembali terjadi peningkatan angka kemiskinan dengan capaian 
penduduk miskin sebesar 11.100 jiwa dan persentase penduduk 
miskin sebesar 7,78% dan terus mengalami peningkatan hingga 
mencapai titik tertinggi persentase penduduk miskin di tahun 2021 
sebesar 7,89%. Pasca tahun 2021, Kota Blitar menunjukkan 
perkembangan yang cukup signifikan dimana capaian jumlah 
penduduk miskin berkurang dari angka 11.330 menjadi 10.650 jiwa 
atau terjadi selisih penurunan sebesar 680 jiwa di tahun 2022, tahun 
2023 turun menjadi 10.610 jiwa dan tahun 2024 turun lagi menjadi  
9.860 jiwa. 

Peran Dinas Sosial dalam pencapaian TPB 1 yaitu mengakhiri 
kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun adalah mendukung 
program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penyandang 
disabilitas terlantar yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak 
dasarnya dan inklusivitas serta pelaksanaan Program keluarga 
Harapan dengan alternatif skenario dan rekomendasi melalui Program 

Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 
Sedangkan strategi dan arah kebijakan guna mendukung TPB 1 
pengentasan kemiskinan yaitu : 

 
Tabel 2.7 

Strategi dan Arah Kebijakan KLHS 
 

Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan 

Pengentasan 
Kemiskinan 

Menurunkan persentase 
penduduk yang hidup di 
bawah garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

Pemberdayaan 
penduduk yang 
hidup dibawah garis 
kemiskinan 

 Persentase penyandang 
disabilitas yang miskin 
dan rentan yang 
terpenuhi hak dasarnya 
dan inklusivitas.. 

Pemberdayaan 
penyandang 
disabilitas yang 
miskin dan rentan 

 Meningkatkan jumlah 
rumah tangga yang 
mendapatkan bantuan 
tunai bersyarat/ Program 
Keluarga Harapan 

Peningkatan jumlah 
penerima bantuan 
tunai bersyarat/ 
Program Keluarga 
Harapan yang tepat 
sasaran 

 
2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis 

Kemiskinan masih menjadi tantangan global utama yang dihadapi 
hampir semua negara. Menurut agenda Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), isu pengentasan kemiskinan ditempatkan 
sebagai tujuan pertama, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala 
bentuknya di mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak 

hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat 
dengan isu ketidaksetaraan, akses pendidikan, kesehatan, pangan, 
pekerjaan layak, serta perlindungan sosial. 

Di tingkat nasional, beberapa isu yang menjadi tantangan dalam 
rangka mewujudkan sasaran pembangunan prioritas nasional ke 6 
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pada sasaran mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan 
pemerataan yaitu : 
a. Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan 

program pemberdayaan masyarakat 
b. Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum 

menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan 
rentan 

c. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar 
untuk peningkatan kemandirian masyarakat 

d. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh 
pekerja, terutama pekerja informal  

e. Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur 
dasar masih perlu ditingkatkan. 
Pada tingkat regional, salah satu isu strategis daerah provinsi 

Jawa Timur adalah penanggulangan kemiskinan dengan perluasan 
kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan 
kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang 
layak dan meningkatkan pendapatan, perluasan akses fasilitas 
kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, 

pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta 
program-program yang efektf untuk mengatasi kemiskinan   
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multdimensi, 
yang memerlukan pendekatan yang holistk dalam upaya untuk 
mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai 
faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan 
kemiskinan meliput PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 
kenaikan harga barang secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan 
ekonomi.  
Inflasi dan stabilitas ekonomi baik nasional maupun global menjadi 
salah satu akar masalah kemiskinan yang memberikan pengaruh pada 
sulitnya pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Kondisi 
ketidakpastian iklim perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab 
rendahnya kemampuan bertahan usaha pada sektor primer di Jawa 
Timur, sehingga mendorong masyarakat untuk bergeser pada sektor 
lain atau kehilangan pendapatan. Potensi pengembangan usaha 

ekonomi mandiri dinilai mampu menjadi penyerap tenaga kerja dan 
diharapkan dapat menurunkan tngkat pengangguran. 
Realisasi investasi Jawa Timur yang meningkat 1,5 persen tahun 2024 
pada kondisi perekonomian dunia yang dinamis juga belum dapat 
menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. 
Dibutuhkan upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang 
luas dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, penyelesaian masalah 
terkait dengan perlindungan dan penguatan usaha ekonomi lokal 
masyarakat seharusnya bisa dioptmalkan untuk memperbaiki kondisi 
potensi lokal, sehingga mendorong minat masyarakat dalam 
berwirausaha. 

 
2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Karakteristik PPKS yang mudah terpengaruh oleh perubahan 
kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan mengakibatkan datanya 
bersifat dinamis dan fluktuatif. Disamping itu PPKS merupakan 
kelompok yang heterogen/beragam, mencakup  26  kategori  dengan 
permasalahan masing-masing  yang  bersifat spesifik. Dari deretan jenis 
PPKS tersebut kelompok yang jumlahnya paling menonjol adalah 
kelompok fakir miskin, dimana dalam kurun waktu 2019 – 2024 
datanya tersaji sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 
Grafik Jumlah PPKS dan Fakir Miskin 

 

   
 
Dari grafik tersebut diketahui bahwa jumlah PPKS selama kurun 

waktu tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2019-2021 
mengalami kenaikan 7,31% dan 2,38% sedangkan tahun 2021-2024 
terus menurun sebesar 6,09%, 1,46% dan 6,44%. Jumlah PPKS 
didominasi oleh kelompok fakir miskin dengan persentase dari tahun 
2019-2024 sebesar 88,81%, 90,96%, 90,68%, 90,77%, 91,77% dan 
91,15%. Jumlah fakir miskin pada tahun 2019-2021 mengalami 
kenaikan sebesar 9,90% dan 2,07% hal ini dikarenakan pada tahun-
tahun tersebut masih pada puncak pandemi covid 19 dimana aktivitas 
perekonomian hampir lumpuh, sedangkan pada tahun 2022 pandemi 
berangsur menjadi endemi, aktivitas perekonomian semakin pulih 
sehingga jumlah fakir miskin terus menurun sebesar 6,00%, tahun 
2023 turun sebesar 0,38% dan tahun 2024 turun lagi sebesar 7,07%. 
Disamping fakir miskin, jenis PPKS lainnya yang merupakan sasaran 
layanan SPM bidang sosial di Kota Blitar terdiri dari penyandang 
disabilitas, Lansia terlantar, PPKS kluster anak dan Gepeng  dengan 
data sebagai berikut : 

 
Gambar 2.6 

Grafik Data PPKS Sasaran SPM 

 
 

Mengingat data PPKS yang selalu berubah maka dalam pelayanan 
kesejahteraan sosial dituntut penyajian data yang akurat sehingga 
diperlukan updating data secara berkala untuk mewujudkan layanan 
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sosial yang inklusif, tepat sasaran, efektif dan berkeadilan. Saat ini 
sedang dikembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 
yang memberikan manfaat strategis bagi pemerintah pusat maupun 

daerah dalam mengarahkan kebijakan agar lebih tepat sasaran. DTSEN 
menjadi dasar dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial 
dan pemberdayaan masyarakat, mendukung efisiensi dan efektivitas 
program, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. 
Pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala sehingga akurasi 
data akan terwujud.   

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang 
membutuhkan keberlanjutan sehingga belum tentu terpenuhi pada 
satu instansi dan tidak menutup kemungkinan memerlukan layanan 
lanjutan sehingga diperlukan sinergi dan kerja sama baik antar sesama 
instansi pemerintah maupun non pemerintah. Belum tersedianya 
sarana dan prasarana pelayanan sosial bagi PPKS terlantar skala 
Kabupaten/Kota belum sebanding dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana pelayanan sosial baik dari sebaran maupun kapasitas 
membutuhkan upaya lain yaitu kerja sama dengan lembaga non 
pemerintahan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial  dan lembaga yang 

sejenis, CSR maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam 
pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga.  

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan mitra 
strategis pemerintah dan ujung tombak dalam mendukung 
penyelenggaraan layanan sosial di masyarakat. Namun, efektivitas 
peran PSKS baik yang bersifat kelembagaan maupun perseorangan 
masih menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia 
(SDM). SDM PSKS masih memiliki kapasitas yang beragam dan belum 
merata. Keterbatasan kompetensi dalam hal pemahaman regulasi dan 
kebijakan, manajemen kasus, pemahaman karakteristik PPKS, 
kemampuan intervensi sosial, membangun networking hingga 
pemanfaatan teknologi informasi membuat peran mereka belum 
optimal dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks. 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan efektif dan berhasil 
mengembangkan fungsi sosial PPKS jika ada semangat dan keinginan 
dari PPKS itu sendiri untuk hidup lebih baik. Ketergantungan PPKS 

utamanya fakir miskin terhadap Bantuan Sosial yang bersifat 
konsumtif harus digeser sedikit demi sedikit dan didorong ke arah 
kemandirian ekonomi. Bantuan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi 
juga terhubung dengan program pemberdayaan, keterampilan, 
maupun akses ekonomi produktif, yang akan memberikan dampak 
lebih jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan struktural. 
Pemutusan rantai kemiskinan merupakan agenda strategis 
pembangunan yang membutuhkan pendekatan holistik. Kompleksitas 
masalah kemiskinan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, 
kesehatan, pendidikan, hingga akses infrastruktur menuntut adanya 
kolaborasi multipihak antara lain pemerintah, dunia usaha, akademisi 
dan peneliti, media dan komunitas/organisasi sosial/PSKS dengan 
pembagian peran sesuai kapasitas masing-masing.   
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Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu 
strategis sebagai berikut : 
1. Jumlah PPKS dengan permasalahan yang beragam masih cukup 

tinggi; 
2. Pentingnya satu data yang akurat sebagai dasar pengembangan 

kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelayanan 
PPKS makin efektif dan tepat sasaran; 

3. Kurang optimalnya layanan rehabilitasi sosial  bagi PPKS; 

4. Keterbatasan kompetensi SDM Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) baik kelembagaan maupun perseorangan dalam 
layanan sosial; 
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Tabel 2.8 
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah 

 
Potensi Daerah Yang 
Menjadi Kewenangan 

Perangkat Daerah 

Permasalahan Perangkat 

Daerah 

Isu KLHS Yang Relevan 

Dengan Perangkat Daerah 

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah 
Isu Strategis Global Nasional Regional 

✓ Kekuatan SDM 
Kesos adalah 

modal utama 

layanan sosial  
✓ Keberadaan 

LKS dan shelter 
PPKS untuk 

memperluas 

jangkauan 
pelayanan 

PPKS 

✓ Pemanfaatan 
DTSEN sebagai 

sumber data 

sinergi dan 
kolaborasi 

program 

✓ Sinergi program 
dan kolaborasi 

antara 
pemerintah 

pusat dan 

daerah sangat 
penting untuk 

memastikan 

pelayanan 
sosial berjalan 

lebih efektif, 

tepat sasaran, 
dan 

berkelanjutan. 

Pendekatan ini 
sangat penting 

untuk 
menjangkau 

PPKS secara 

lebih inklusif. 
✓ Digitalisasi 

layanan sosial 

✓ Belum optimalnya 
layanan rehabilitasi 

sosial 

✓ Kurangnya kapasitas 
PSKS dalam 

penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

✓ Belum optimalnya 

pemberdayaan sosial 
bagi PPKS 

✓ Belum optimalnya 

layanan perlindungan 
sosial dan jaminan 

sosial bagi PPKS 

✓ Pengentasan kemiskinan  ✓ Mengakhiri 
kemiskinan dengan 

segala bentuknya 

dimana-mana 
✓ Mengakhiri 

kelaparan, 
mencapai 

ketahanan pangan 

dan peningkatan 
gizi dan 

mempromosikan 

pertanian 
berkelanjutan 

 

✓ Rendahnya akurasi 
sasaran program 

perlindungan sosial 

dan program 
pemberdayaan 

masyarakat 
✓ Program 

perlindungan sosial 

belum 
komprehensif dan 

belum menjawab 

sepenuhnya 
kebutuhan 

masyarakat miskin 

dan rentan 
✓ Program 

pemberdayaan yang 

belum terintegrasi 
dan terstandar 

untuk peningkatan 
kemandirian 

masyarakat 

 

✓ Penanggulangan 
kemiskinan dan 

perluasan 

kesempatan 
kerja 

 

✓ Jumlah PPKS dengan 
permasalahan yang 

beragam masih cukup 

tinggi  
✓ Pentingnya satu data 

yang akurat sebagai 
dasar pengembangan 

kebijakan 

penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

agar pelayanan PPKS 

makin efektif dan 
tepat sasaran 

✓ Kurang optimalnya 

layanan rehabilitasi 
sosial  bagi PPKS 

✓ Keterbatasan 

kompetensi SDM 
Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) baik 

kelembagaan maupun 

perseorangan dalam 
layanan sosial 

✓ Belum optimalnya 

kualitas pelayanan 
penunjang perangkat 

daerah 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis 

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan 
menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. 
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari 
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini 
maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 
dilaksanakan oleh organisasi guna memenuhi visi misi Wali Kota 
terpilih untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam 
mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran 
strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. 

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka 
selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas 
Sosial yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota 
Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :  
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Tabel 3.1 
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 

 

NO 

 

Tujuan Sasaran  Indikator  Definisi Operasional 
Formulasi 

Perhitungan  
Baseline 

2024 
Satuan 

Target Tahun Ket 

NSPK dan 
Sasaran 

RPJMD yang 
Relevan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Akhir 

Periode 
Renstra 

1. Pemberdayaan 
Sosial 
 
Rehabilitasi 
sosial 
 

Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial 
 
Penanganan 
Bencana 
 
Taman Makam 
Pahlawan 

Meningkatnya 
kesejahteraan 
sosial 
masyarakat 
yang inklusif 

 Indeks 
Kesejahteraan 
Sosial 
(IKeSos) 

Indeks Kesejahteraan 
Sosial (IKS) 
digunakan untuk 
mengukur tingkat 
kesejahteraan sosial 
masyarakat 

berdasarkan berbagai 
aspek kehidupan 
sosial. IKS dibangun 
dari aspek-aspek 
kesejahteraan sosial 
yang mencakup 
dimensi-dimensi 
utama seperti: 
Ketahanan Keluarga, 
Ketersediaan dan 
Akses terhadap 
Pelayanan Sosial, 
Partisipasi Sosial, 
Pendidikan, 
Kesehatan, 
Perumahan Layak, 

Perlindungan Sosial, 
Pekerjaan dan 
Pendapatan, dan 
Lingkungan Sosial. 
Setiap dimensi diukur 
menggunakan 
beberapa indikator, 
baik yang bersifat 
kuantitatif maupun 
kualitatif, dan dinilai 
dengan menggunakan 
skala tertentu. 

IKeSos =  
dimensi 
kebutuhan 
dasar x 0,27 +  
dimensi peranan 
sosial x 0,31 + 

dimensi 
keberdayaan 
ekonomi x 0,42 

62,23* Indeks 62,58* 62,93 63,28 63,63 63,98 64,33 64,33  

   Sasaran 1 : 
Meningkatnya 
Kualitas 

Pelayanan 
Penunjang 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 
 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
merupakan indikator 

untuk mengukur 
tingkat kepuasan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) atas 
layanan Dinas 

88,9 Indeks 89* 89,2 89,4 89,6 89,8 90 90  
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NO 

 

Tujuan Sasaran  Indikator  Definisi Operasional 
Formulasi 

Perhitungan  
Baseline 

2024 
Satuan 

Target Tahun Ket 

NSPK dan 
Sasaran 

RPJMD yang 
Relevan 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Akhir 

Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

masyarakat terhadap 
kualitas layanan yang 
diberikan oleh 
penyelenggara 
pelayanan public 
dalam hal ini Dinas 
Sosial yang hasil 
pengukurannya 
didapat melalui 
kegiatan survey 

kepuasan masyarakat 
melalui aplikasi 
SuKMa-e 
Jatim/media lain 

Sosial Kota 
Blitar 
berdasarkan 
hasil suvey 
melalui aplikasi 
Sukma E- 
Jatim/media 
lain pada tahun 
berjalan 

   Sasaran 2 : 

Meningkatnya 
Fungsi Sosial 

PPKS 

Persentase 

PPKS yang 
meningkat 

kemampuan 

fungsi 
sosialnya 

PPKS yang 

meningkat 
kemampuan fungsi 

sosialnya adalah 

PPKS penerima 
layanan yang 

mampu mengurus 

diri sendiri/ 
bersosialisasi 

dengan 

lingkungan/ 
meningkat potensi 

diri/meningkat 

kemampuan 
beraktivitas 

fisik/meningkat 
kemampuan 

ekonominya 
 

Jumlah PPKS 

penerima 
layanan yang 

meningkat 

fungsi 
sosialnya 

_______ x 100% 

Jumlah PPKS 

89,71 % 90,21 90,81 91,50 92,20 92,90 93,60 93,60 IKU 
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3.2  Strategi dan Arah Kebijakan 
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah 

yang ditetapkan, maka disusun strategi yang mencerminkan pendekatan 
menyeluruh untuk mencapai tujuan strategis organisasi, dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta 
responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis. Strategi ini 
dirumuskan berdasarkan analisis internal dan eksternal, termasuk hasil 
evaluasi Renstra periode sebelumnya, capaian kinerja, serta tantangan 
yang dihadapi ke depan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan 
penjabaran dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya 
merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan 
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun 
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 
keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi 
dan misi instansi pemerintah. 

Perumusan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 
Daerah merupakan tahapan penting untuk menjembatani antara visi, 
misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dengan program dan 
kegiatan yang operasional. Dalam perumusannya, strategi disusun 

secara bertahap dan terukur, sehingga mampu memberikan arah yang 
jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, 
dan sub-kegiatan selama periode perencanaan. Teknis penyusunan 
strategi  Dinas  Sosial Kota Blitar disampaikan sebagaimana tabel 
berikut : 
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Tabel 3.2 Teknis Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah 
 

Strategi RPJMD Isu Strategis Strategi Renstra 

Penanggulangan kemiskinan secara terpadu 
dan terintegrasi 

Jumlah PPKS dengan permasalahan yang 
beragam masih cukup tinggi; 

Perluasan akses dan pemerataan layanan 
kesejahteraan sosial 

 Pentingnya satu data yang akurat sebagai 
dasar pengembangan kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar 
pelayanan PPKS makin efektif dan tepat 

sasaran; 

Penguatan basis data penerima program 
kesejahteraan sosial 

 Kurang optimalnya layanan rehabilitasi 
sosial  bagi PPKS; 

Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-
pelaku usaha kesejahteraan sosial 
masyarakat 

 Keterbatasan kompetensi SDM Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik 
kelembagaan maupun perseorangan dalam 
layanan sosial; 

Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan 
Sosial baik kelembagaan maupun 
perseorangan 

 Belum optimalnya kualitas pelayanan 
penunjang perangkat daerah   

Meningkatkan kualitas pelayanan 
penunjang perangkat daerah sesuai dengan 

standar pelayanan 
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Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 
merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta arah kebijakan 
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, setiap perangkat daerah 
memiliki tanggung jawab untuk menyusun program, kegiatan, dan sub-
kegiatan yang selaras dengan tema pembangunan daerah serta 
mendukung pencapaian target kinerja RPJMD secara bertahap. Adapun 
penahapan Renstra Dinas Sosial yang diselaraskan dengan tema tahunan 
RPJMD adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 
 

Tahap ( (2026) Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029) Tahap V (2030) 

 
Penguatan layanan dasar 
bidang sosial yang 
berkelanjutan melalui 
peningkatan kualitas 
SDM kesejahteraan sosial 

dan sarana prasarana 
yang memadai 

 
Penguatan Layanan 
Sosial Humanis dan 
Inklusif berbasis Smart 
Governance untuk 
Mendukung Kemandirian 

Ekonomi Masyarakat 
Rentan 

 
Pemerataan 
Kesejahteraan melalui 
Layanan Sosial Inovatif 
dan Pemberdayaan 
Berkelanjutan 

 
Layanan Sosial 
Berkelanjutan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat rentan untuk 
Menopang Stabilitas 

Ekonomi Kota 

 
Akselerasi Transformasi 
Layanan Sosial Inklusif 
dan Inovatif untuk 
Penguatan 
Kesejahteraan, 

Kemandirian Ekonomi 
masyarakat Rentan, serta 
Tata Kelola pelayanan 
Publik yang responsif 
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Perumusan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) 
Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial untuk menjabarkan visi, 
misi, serta tujuan pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah 
strategis yang lebih operasional. Arah kebijakan berfungsi sebagai 
panduan dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan perangkat 
daerah agar selaras dengan tema pembangunan RPJMD maupun isu 
strategis sektoral. Perumusan  arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar 
sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.4 Teknik Merumuskan arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 
 

No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan 

 

1 Pengembangan Potensi Sumber 
kesejahteraan Sosial Daerah 

Kab/Kota 

 Peningkatan kompetensi PSKS baik 
kelembagaan maupun perseorangan 

 

2 Rehabilitasi sosial 

bukan/tidak termasuk bekas 
korban penyalahgunaan 
NAPZA dan orang dengan 

Human Immunodeficiency Virus/ 
Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome yang 

tidak memerlukan 
rehabilitasi pada panti, dan 

rehabilitasi anak yang berhadapan 
dengan hukum 

 Peningkatan upaya rehabilitasi 

sosial PPKS bukan korban 
penyalahgunaan NAPZA dan ODHA 
di luar panti 

 

   Mendorong kemitraan dengan 

instansi/stake holder terkait dalam 
rangka layanan rehabilitasi sosial  

 

3 Pendataan dan Pengelolaan data 

fakir miskin cakupan Daerah 
kabupaten/kota 

Penuntasan kemiskinan secara terpadu 

dengan perlindungan sosial terintegrasi 

Pendataan dan pemutakhiran data 

keluarga miskin dan rentan secara 
berkala  

 

   Peningkatan keterampilan dan 

kewirausahaan bagi masyarakat 
miskin dan rentan 

 

  Peningkatan jaminan keluarga miskin 

melalui bantuan sosial 

Pemberian bantuan sosial bagi 

masyarakat miskin dan rentan 

 

4 Penyediaan kebutuhan 
dasar dan pemulihan 

trauma bagi korban 
bencana kabupaten/kota 

 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi 
korban bencana alam, sosial 

dan/atau non sosial daerah 
kab/kota 
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No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan 
 

5 Penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat 
terhadap kesiapsiagaan bencana 
Kab/Kota 

 

 Peningkatan kompetensi Tagana 

dalam penanganan bencana 

 

   Sosialisasi dan edukasi 

penanggulangan bencana pada anak 
usia sekolah dan masyarakat di 
daerah rawan bencana 

 

6 Pemeliharaan taman makam 
pahlawan nasional 
kabupaten/kota 

 

 Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan nasional 

 

   Peningkatan kualitas dan 

sinkronisasi dokumen perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

 

   Pemenuhan pelayanan administrasi 
umum, keuangan dan kepegawaian 

sesuai dengan aturan yang berlaku 

 

   Penyediaan dan pengelolaan sarana 
dan prasarana pendukung kegiatan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
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Dari rumusan diatas maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan 
kebijakan Dinas Sosial yang mendukung visi dan misi RPJMD sebagai 
berikut : 
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Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan 
 

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan 
Misi : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
kesejahteraan sosial 
masyarakat yang inklusif 

Meningkatnya fungsi 
sosial PPKS 

Perluasan akses dan pemerataan 
layanan kesejahteraan sosial 

Peningkatan upaya rehabilitasi sosial PPKS bukan 
korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHA di luar 
panti 

   Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin 
dan rentan 

   Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana 
alam, sosial dan/atau non sosial daerah kab/kota 

   Sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana 
pada anak usia sekolah dan masyarakat di daerah 
rawan bencana 

   Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan bagi 
masyarakat miskin dan rentan 

  Penguatan basis data penerima 
program kesejahteraan sosial 

Pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin 
dan rentan secara berkala 

  Peningkatan jejaring kerja sama 
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan 
sosial masyarakat 

Mendorong kemitraan dengan instansi/stake 
holder terkait dalam rangka layanan rehabilitasi 
sosial lanjutan 

  Peningkatan kapasitas SDM 
Kesejahteraan Sosial baik 
kelembagaan maupun perseorangan 

Peningkatan kompetensi PSKS baik kelembagaan 
maupun perseorangan  

   Peningkatan kompetensi Tagana dalam 
penanganan bencana 

   Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan nasional 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

  Meningkatkan kualitas pelayanan 
penunjang perangkat daerah sesuai 
dengan standar pelayanan 

Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen 
perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

   Pemenuhan pelayanan administrasi umum, 
keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan 
yang berlaku 

   Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan 
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BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN URUSAN  
 
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam 
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya 
harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial 
Kota Blitar. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan 
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan 
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian 
tujuan organisasi sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas 
layanan. 
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan 
dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus 
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala 
atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi 

baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan 
sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. 
Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial periode 2025-
2029 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial 

 

NSPK dan 
Sasaran RPJMD 

yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Sosial 

              

Meningkatnya 
Kualitas Hidup 
dan 

Ketangguhan 
Sosial 
Masyarakat 

Meningkatnya 
kesejahteraan 
sosial 

masyarakat 
yang inklusif 

      Indeks Kesejahteraan 
Sosial 

    

  

  Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
penunjang 
perangkat 

daerah 

    Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

    

  

    Meningkatnya 

fasilitasi layanan 
kedinasan 
Perangkat Daerah 

  Persentase fasilitasi 

layanan kedinasan sesuai 
standar / ketentuan yang 
berlaku 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  

  

      Meningkatnya kualitas 
dokumen perencanaan 

dan pelaporan kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase penyusunan 
dokumen perencanaan 

dan pelaporan yang tepat 
waktu dan sesuai standar 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan   Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

  

      Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

  

  

      Terlaksananya 
Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang 

Telah Dikumpulkan dan 
Diperiksa Lingkup 

Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 

Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral 

Daerah 

  

  

      Terlaksananya Forum 
Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang 
Urusan yang Diampu 
dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Berita Acara Hasil 
Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang 
Urusan yang Diampu 
dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang 
Urusan yang Diampu 

dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

  

      Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 

Renja PD 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 

Renja PD yang disusun 

Sub Kegiatan- 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Urusan 

Selain Renstra PD dan 
Renja PD 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Tercapainya 
Sinkronisasi dan 

Harmonisasi Pusat dan 
Daerah dalam Rangka 

Mendukung Target 
Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 

Teknis Pembangunan 

Jumlah Berita Acara Hasil 
Sinkronisasi dan 

Harmonisasi Pusat dan 
Daerah dalam Rangka 

Mendukung Target 
Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi Teknis 

Pembangunan 

Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 

Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 

Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 
Teknis Pembangunan 

  

  

      Terpenuhinya 
pelayanan administrasi 
keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase pelayanan 
administrasi keuangan 
perangkat daerah sesuai 

standar 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

  

  

      Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

  

       Tersedianya Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

  

  

      Terpenuhinya 

penyediaan  
administrasi Barang 

Milik Daerah Perangkat 
Daerah 

Persentase pelayanan 

administrasi Barang Milik 
Daerah Perangkat Daerah 

sesuai standar 

Kegiatan Administrasi 

Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

Sub Kegiatan 
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

  

  

      Terpenuhinya 
pelayanan administrasi 

kepegawaian perangkat 
daerah  

Persentase pelayanan 
administrasi kepegawaian 

perangkat daerah yang 
sesuai standar 

Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

  

  

      Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

Sub Kegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

  

  

      Terlaksananya 
Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan 

Sub Kegiatan Sosialisasi 
Peraturan Perundang-

Undangan 

  

  

      Terpenuhinya 
penyediaan  
administrasi umum 

perangkat daerah 

Persentase ketersediaan 
administrasi umum 
perangkat daerah sesuai 

standar 

Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

  

  

      Tersedianya Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 

Kantor 

  

  

      Tersedianya Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor 

  

  

      Tersedianya Peralatan 

Rumah Tangga 

Jumlah  Paket  Peralatan  

Rumah  Tangga  yang 
Disediakan 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 

Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

  

  

      Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 

Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

  

  

      Tersedianya Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah Bahan    Bacaan    
dan    Peraturan 

Perundang-undangan 
yang Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

  

  

      Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

  

  

      Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Sub Kegiatan 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

  

  

      Terpenuhinya 
Penyediaan Barang 
Milik Daerah 

penunjang urusan 

Persentase Penyediaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan sesuai 

kebutuhan 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

  

      Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Mebel 

  

  

      Tersedianya Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Sub Kegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

  

  

      Tersedianya Sarana 

dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung  Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  yang 

Disediakan 

Sub Kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya 
penyediaan jasa 

penunjang urusan 
perkantoran 

Persentase penyediaan 
jasa penunjang urusan 

sesuai standar 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

  

      Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

  

      Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

  

      Terpenuhinya 
pelayanan penunjang 

kinerja perangkat 
daerah  

Persentase Barang Milik 
Daerah yang terpelihara 

sesuai kebutuhan 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

  

      Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  

  

       Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan Mebel 

  

  

      Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

  

  

      Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah    Sarana    dan    
Prasarana    Pendukung 
Gedung  Kantor  atau  

Bangunan  Lainnya  yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung   
Gedung   Kantor   atau   
Bangunan 

Lainnya 

  

  

  Meningkatnya 
fungsi sosial 

PPKS 

    Persentase PPKS yang 
meningkat kemampuan 

fungsi sosialnya  

    

  

    Meningkatnya 
daya dukung 
Potensi dan 

Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial dalam 

penyelenggaraan 
kesejahteraan 

sosial 

  Persentase Pekerja Sosial, 
Tenaga Kesejahteraan 
Sosial dan/atau relawan 

sosial yang Melaksanakan 
Pelayanan Sosial di Luar 
Panti sesuai standar 

Program Pemberdayaan 
Sosial 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Meningkatnya 
kapasitas dan kualitas 

PSKS dalam 
penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial, 
nilai-nilai 
kepahlawanan dan 

keperintisan 

Persentase SDM 
kesejahteraan sosial yang 

meningkat kompetensinya 
dalam pelayanan sosial 

Kegiatan Pengembangan 
Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

  

        Persentase Lembaga di 
Bidang kesejahteraan 

sosial yang meningkat 
kualitasnya dalam 

pelayanan sosial 

    

  

      Meningkatnya 
Kapasitas Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 
Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 

Sosial Kelembagaan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  

  

      Terlaksananya 
pemberian 

penghargaan dan 
santunan sosial bagi 

Warakawuri/Keluarga 
Pahlawan Nasional, 
Perintis Kemerdekaan, 

dan Janda Duda 
Perintis Kemerdekaan 

Jumlah 
Warakawuri/Keluarga 

Pahlawan, Perintis 
Kemerdekaan, dan Janda 

Duda Perintis 
Kemerdekaan yang 
memperoleh penghargaan 

dan santunan sosial 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pemberian Penghargaan 

dan Santunan Sosial 
bagi Warakawuri/ 

Keluarga Pahlawan 
Nasional, Perintis 
Kemerdekaan, dan 

Janda Duda Perintis 
Kemerdekaan 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terlaksananya 
Pengenalan, 

Penanaman, dan 
Penghayatan Nilai-Nilai 

Kepahlawana, 
Keperintisan, 
Kesetiakawanan dan 

Restorasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti dan 

Mendapatkan Pengenalan, 
Penanaman, dan 

Penghayatan Nilai-Nilai 
Kepahlawanan, 
Keperintisan, 

Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial 

Sub Kegiatan 
Pengenalan, Penanaman 

dan Penghayatan Nilai-
Nilai Kepahlawanan, 

Keperintisan, 
Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial 

  

  

      Meningkatnya 

Kapasitas Potensi 
Sumber Kesejahteraan 

Sosial Perseorangan 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Penyuluh Sosial, 

Penyuluh Sosial 
Masyarakat, Pekerja 

Sosial, Pekerja Sosial 
Masyarakat dan/atau 
Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan yang 
Meningkat Kapasitasnya 

Sub Kegiatan 

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 
Sosial Perseorangan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  

  

    Meningkatnya 
cakupan 
rehabilitasi sosial 

  Persentase Penyandang 
Disabilitas Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di luar panti 

Program Rehabilitasi 
Sosial 

  

  

        Persentase Anak Terlantar 
yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di 
Luar Panti 

    

  

        Persentase Lanjut Usia 
Terlantar yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti 

    

  

        Persentase Gelandangan 
dan Pengemis yang 

Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya di Luar Panti 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

        Persentase Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) lainnya di 
luar HIV/AIDS dan 

NAPZA yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya di 
Luar Panti 

    

  

      Terpenuhinya 
Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
di Luar Panti Sosial 

Jumlah Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 
Gelandangan dan 

Pengemis di Luar Panti 
Sosial  yang terpenuhi 
kebutuhan rehabilitasi 

sosial dasar 

Kegiatan Rehabilitasi 
Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
di Luar Panti Sosial 

  

  

      Terpenuhinya 

Kebutuhan 
Permakanan Per Orang 
Sesuai dengan Standar 

Gizi Minimal 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar 

Gizi Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Permakanan 

  

  

      Tersedianya Pakaian 

dan Kelengkapan 
Lainnya dalam 1 
Tahun Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 

Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 

Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Penyediaan Sandang 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan Alat 

Bantu dan Alat Bantu 
Peraga Sesuai 

Kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Alat Bantu 

  

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 

Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Pelayanan Reunifikasi 

Keluarga 

  

  

      Terlaksananya 

Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual 

dan Sosial Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Peserta 

Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 

Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual, dan Sosial 

  

  

      Terlaksananya 
Pemberian Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Peserta 
Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 

Akses ke Layanan 
Pendidikan dan 

Kesehatan Dasar 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Akses ke 

Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Akses ke Layanan 

Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar 

  

  

      Terlaksananya 
Pemberian Layanan 

Data dan Pengaduan 
Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Layanan 

Data dan Pengaduan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Layanan Data dan 

Pengaduan 

  

  

      Terlaksananya 

Pemberian Layanan 
Kedaruratan 

Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 

Layanan Kedaruratan 

  

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Penelusuran 

Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Penelusuran Keluarga 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Pelayanan Penelusuran 
Keluarga 

  

  

      Terlaksananya 
Pemberian Layanan 

Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Layanan Rujukan 

  



- 1057 - 

 

 

NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Membutuhkan 

Pembuatan Dokumen 
Kependudukan bagi 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, Gelandangan 
dan Pengemis 
Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
Terpenuhi Kebutuhan 

Pembuatan Dokumen 
Kependudukan bagi 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, 

Gelandangan dan 
Pengemis Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pembuatan Dokumen 

Kependudukan bagi 
Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, Gelandangan 

dan Pengemis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  

  

      Terlaksananya 
Rehabilitasi Sosial dan 
Reintegrasi Sosial bagi 

Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) 

Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah orang yang 
mendapatkan layanan 
Rehabilitasi Sosial dan 

Reintegrasi Sosial bagi 
Anak Berhadapan dengan 

Hukum (ABH) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Rehabilitasi Sosial dan 
Reintegrasi Sosial bagi 

Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) 

  

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 
Kebutuhan Perbekalan 

Kesehatan di Luar 
Panti Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Perbekalan 

Kesehatan di Luar Panti 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Perbekalan 
Kesehatan 

  

  

      Terlaksananya 

Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang 

mendapatkan Rehabilitasi 
Sosial melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya 
Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar Panti 

Sosial 

Jumlah PMKS Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS 

dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial  yang terpenuhi 

kebutuhan rehabilitasi 
sosial  

Kegiatan Rehabilitasi 
Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di 
Luar Panti Sosial 

  

  

      Terlaksananya 

Pemberian Layanan 
Data dan Pengaduan 

Kewenangan 
Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Layanan 
Data dan Pengaduan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 

Layanan Data dan 
Pengaduan 

  

  

      Terlaksananya 
Pemberian Layanan 

Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian 
Layanan Rujukan 

  

  

      Terlaksananya 
Rehabilitasi Sosial 

melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial bagi 

Pemerlu Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan Rehabilitasi 

Sosial melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial bagi 

Pemerlu Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Rehabilitasi 

Sosial melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial bagi 

Pemerlu Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

    Meningkatnya 
kecukupan 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

  Persentase Penerima 
Manfaat yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasar 

Program Perlindungan 
dan Jaminan Sosial 

  

  

  

  

Persentase Penerima 
Manfaat yang Meningkat 
Kemandirian Ekonomi  

  

  

        Persentase keluarga 
miskin dan rentan 
penerima perlindungan 

sosial yang tergraduasi 
dari kemiskinan 

    

  

      Meningkatnya 

kesejahteraan keluarga 
miskin dan rentan 

  

Persentase keluarga 

miskin dan rentan yang 
menerima Bansos 

Kegiatan Pengelolaan 

Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

  

    Persentase keluarga 

miskin dan rentan yang 
meningkatkan 

keterampilannya 

  

  

  Jumlah pemutahiran data 
fakir miskin dan 

kelompok rentan yang 
dilakukan selama satu 
tahun  

    

  

      Terlaksananya 
Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 
Didata 

Sub Kegiatan Pendataan 
Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 

Bantuan 
Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

  

  

      Terpenuhinya 
Penerima Manfaat (PM) 

yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Penerima Manfaat 
(PM) yang Mendapatkan 

Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

  

  

      Terpenuhinya Pekerja 

Rentan Miskin yang 
Mendapatkan Bantuan  
Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Pekerja Rentan 

Miskin yang Mendapatkan 
Bantuan  Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Bantuan Jaminan Sosial 
bagi Pekerja Rentan 
Miskin 

  

  

    Meningkatnya 

cakupan 
perlindungan 
sosial korban 

bencana 

  Persentase Korban 

Bencana Alam, Sosial 
dan/atau Non Alam yang 
Terpenuhi Kebutuhan 

Dasar Pada Saat dan 
Setelah Tanggap Darurat 
Bencana Kabupaten/Kota 

Program Penanganan 

Bencana 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya 
perlindungan sosial 

korban bencana 

Persentase korban 
bencana alam, sosial 

dan/atau non alam yang 
mendapatkan layanan 

perlindungan sosial  

Kegiatan Perlindungan 
Sosial Korban Bencana 

Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

  

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 

Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 

Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Makanan 

  

  

      Terpenuhinya Orang 
yang Mendapatkan 

Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 

yang Tersedia pada 
Masa Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan 

Pasca Bencana 
Kewenangan 

Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pakaian 

dan Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia pada Masa 

Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan Pasca 
Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Sandang 

  

  

      Terpenuhinya Orang 

yang Mendapatkan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 
Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terpenuhinya 
Pelayanan Dukungan 

Psikososial bagi Korban 
Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 

Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pelayanan 
Dukungan Psikososial 

  

  

      Terlaksananya 
pemberdayaan 

masyarakat terhadap 
kesiapsiagaan bencana 

Persentase masyarakat 
yang meningkat 

kesiapsiagaannya dalam 
menghadapi bencana  

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

  

  

        Persentase pekerja sosial, 
tenaga kesejahteraan 

sosial, dan/atau relawan 
sosial yang melaksanakan 
penanganan korban 

bencana kabupaten/kota 
pada masa tanggap 

darurat dan pasca 
bencana sesuai standar 

    

  

      Terpenuhinya Orang 

yang Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi 

dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana 

  

  

      Meningkatnya 
Kompetensi Tagana 

Dalam Penanganan 
Bencana 

Jumlah Tagana yang 
Mendapatkan 

Peningkatan Kompetensi 

Sub Kegiatan 
Peningkatan Kompetensi 

Taruna Siaga Bencana 
(Tagana) Dalam 

Penanganan Bencana 
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NSPK dan 

Sasaran RPJMD 
yang Relevan 

Tujuan  Sasaran Outcome Output Indikator 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Keterangan 

  

      Terlaksananya 
Sosialisasi dan 

Edukasi  
penanggulangan 

Bencana pada Anak 
Usia Sekolah 

Jumlah Anak Usia 
Sekolah yang 

Mendapatkan Edukasi  
penanggulangan Bencana 

pada lokasi rawan 
bencana 

Sub Kegiatan Sosialisasi 
dan Edukasi  

penanggulangan 
Bencana pada Anak Usia 

Sekolah 

  

  

      Terlaksananya 

penyuluhan sosial 
untuk sosialisasi, 
komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE) 
kepada masyarakat 

terkait penanggulangan 
bencana pada 
masyarakat di lokasi 

rawan bencana 

Jumlah Orang yang 

mendapatkan penyuluhan 
sosial berupa sosialisasi, 
komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE) terkait 
penanggulangan bencana 

pada masyarakat di lokasi 
rawan bencana 

Sub Kegiatan 

Penyuluhan sosial untuk 
sosialisasi, komunikasi, 
informasi, dan edukasi 

(KIE) kepada masyarakat 
terkait penanggulangan 

bencana pada 
masyarakat di lokasi 
rawan bencana 

  

  

    Meningkatnya 

tata kelola Taman 
Makam Pahlawan 

  Persentase TMP Nasional 

yang terkelola dengan 
baik 

PROGRAM 

PENGELOLAAN TAMAN 
MAKAM PAHLAWAN 

  

  

      Terpenuhinya 

pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional 

Kabupaten/Kota 

Persentase TMP yang 

terpelihara 

Kegiatan Pemeliharaan 

Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

  

  

      Terlaksananya 

Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Makam yang 

Terpenuhi 
Pemeliharannya pada 
Taman Makam Pahlawan 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional 

Kabupaten/Kota 
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Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, 
target kinerja beserta kerangka pendanaan tahun 2025-2029 disajikan 
dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.2 
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial 

 

Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1 - Urusan 
Pemerintahan Wajib 
yang Berkaitan 
dengan Pelayanan 
Dasar 

          

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

1.06 - Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Sosial 

          

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

Tujuan : 
Meningkatnya 
kesejahteraan sosial 
masyarakat yang 
inklusif 

Indeks 
Kesejahteraan 
Sosial 

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) 
digunakan untuk mengukur tingkat 
kesejahteraan sosial masyarakat 
berdasarkan berbagai aspek 
kehidupan sosial. IKS dibangun dari 
aspek-aspek kesejahteraan sosial 
yang mencakup dimensi-dimensi 

utama seperti: Ketahanan Keluarga, 
Ketersediaan dan Akses terhadap 
Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, 
Pendidikan, Kesehatan, Perumahan 
Layak, Perlindungan Sosial, 
Pekerjaan dan Pendapatan, dan 
Lingkungan Sosial. Setiap dimensi 
diukur menggunakan beberapa 
indikator, baik yang bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif, dan 
dinilai dengan menggunakan skala 
tertentu 

IKeSos =   
dimensi kebutuhan 
dasar x 0,27 +  
dimensi peranan  
sosial x 0,31 + dimensi 
keberdayaan  
ekonomi x 0,42 

 62.23* Indeks 

6
2
,9

3
   

6
3
,2

8
   

6
3
,6

3
   

6
3
,9

8
   

6
4
,3

3
    

6
4
,3

3
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Sasaran :  
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
penunjang 

perangkat daerah 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
merupakan indikator untuk 
mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan publik 
dalam hal ini Dinas Sosial yang 
hasil pengukurannya didapat 
melalui kegiatan survey kepuasan 
masyarakat melalui aplikasi SuKMa-
E Jatim/media lain 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) atas 
layanan Dinas Sosial 
Kota Blitar berdasarkan 

hasil suvey melalui 
aplikasi SuKMa E- 
Jatim/media lain pada 
tahun berjalan 

88,9 Indeks 

8
9
,2

  

8
9
,4

  

8
9
,6

  

8
9
,8

  

9
0
,0

0
  

9
0
,0

0
  

 

01.06.01 - 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meningkatnya 

fasilitasi layanan 
kedinasan 
Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

layanan kedinasan 
sesuai standar / 
ketentuan yang 
berlaku 

Fasilitasi layanan kedinasan 

meliputi layanan penyusunan 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kienrja, layanan 
administrasi keuangan, layanan 
administrasi barang, layanan 
administrasi kepegawaian, layanan 
administrasi umum, layanan 
pengadaan BMD, layanan jasa 
penunjang urusan dan layanan 
pemeliharaan Barang Milik Daerah 
penjuang urusan pemerintahan 
daerah 

Jumlah fasilitasi 

layanan kedinasan 
sesuai standar / 
ketentuan yang  
berlaku  
_______________ x 100% 
jumlah fasilitasi 
layanan kedinasan  
yang ada  

100 % 

1
0
0
 

4
.7

3
7
.2

5
6
.1

4
9
 

1
0
0
 

4
.8

3
5
.4

1
6
.1

7
0
 

1
0
0
 

5
.3

3
1
.1

6
3
.1

3
6
 

1
0
0
 

5
.1

1
9
.8

0
2
.9

6
5
 

1
0
0
 

5
.0

8
5
.9

8
9
.5

9
0
 

1
0
0
 

2
5
.1

0
9
.6

2
8
.0

1
0
   

01.06.01.2.01 - 
Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Meningkatnya 
kualitas dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 

pelaporan yang 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

Dokumen perencanaan dan 
pelaporan tepat waktu dan sesuai 
standar merupakan dokumen 
perencanaan jangka menengah dan 

tahunan perangkat daerah, 
dokumen penganggaran dan 
dokumen evaluasi dan pelaporan 
kinerja perangkat daerah 

Jumlah jenis dokumen  
perencanaan dan  
pelaporan PD yang  
tersusun tepat waktu 

dan sesuai standar  
 _______________ x 100%  
Jumlah jenis dokumen  
perencanaan dan  
pelaporan PD yang  
harus disusun  

100 % 

1
0
0
 

6
4
.9

6
6
.5

0
0
 

1
0
0
 

6
4
.9

6
6
.6

7
0
 

1
0
0
 

6
4
.9

6
6
.6

7
0
 

1
0
0
 

6
4
.9

6
6
.6

7
0
 

1
0
0
 

6
4
.9

6
6
.6

7
0
 

1
0
0
 

3
2
4
.8

3
3
.1

8
0
   

01.06.01.2.01.0001 
- Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan   
Perangkat 
Daerah 

Dokumen perencanaan perangkat 
daerah merupakan dokumen 
perencanaan perangkat daerah 
jangka menengah dan tahunan 
meliputi Renstra, Perubahan 
Renstra, Renja dan Perubahan 
Renja Perangkat Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     
Perangkat Daerah yang 
tersusun pada tahun 
berjalan 

2 Dokumen 2
 

3
.0

9
3
.0

0
0
 

3
 

3
.0

9
3
.0

0
0
 

2
 

3
.0

9
3
.0

0
0
 

2
 

3
.0

9
3
.0

0
0
 

3
 

3
.0

9
3
.0

0
0
 

1
2
 

1
5
.4

6
5
.0

0
0
   

01.06.01.2.01.0007 
- Sub Kegiatan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Laporan evaluasi kinerja perangkat 
daerah memuat dokumen evaluasi 

kinerja triwulanan/semesteran/ 
tahunan  

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

25 Laporan 

2
5
 

5
3
.1

2
3
.5

0
0
 

2
5
 

5
3
.1

2
3
.6

7
0
 

2
5
 

5
3
.1

2
3
.6

7
0
 

2
5
 

5
3
.1

2
3
.6

7
0
 

2
5
 

5
3
.1

2
3
.6

7
0
 

1
2
5
 

2
6
5
.6

1
8
.1

8
0
   

01.06.01.2.01.0009 
- Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Data 
Statistik Sektoral 
Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan 
Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah  

Data statistik sektoral meliputi 
elemen data statistik sektoral yang 
terpublish di aplikasi 
adatakotablitar.go.id 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang 
Telah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup 
Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

23 Data 

2
3
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

2
3
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

2
3
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

2
3
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

2
3
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
5
 

5
.0

0
0
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.01.0010 
- Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang 
Urusan yang 
Diampu dalam 
Rangka Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Forum 
Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang 

Urusan yang 
Diampu dalam 
Rangka Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Forum Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang Urusan yang 
Diampu dalam Rangka Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah merupakan kegiatan 
pembahasan rancangan Renstra dan 
rancangan Renja Perangkat Daerah 
bersama dengan pemangku 
kepentingan terkait 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Forum Perangkat 
Daerah Berdasarkan 
Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah pada tahun 
berjalan 

1 Berita 
Acara 

1
 

3
.7

5
0
.0

0
0
 

1
 

3
.7

5
0
.0

0
0
 

1
 

3
.7

5
0
.0

0
0
 

1
 

3
.7

5
0
.0

0
0
 

1
 

3
.7

5
0
.0

0
0
 

5
 

1
8
.7

5
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.01.0011 
- Sub Kegiatan 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Urusan Selain 
Renstra PD dan 
Renja PD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Urusan Selain 
Renstra PD dan 
Renja PD yang 
disusun 

Dokumen Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan Renja PD 
merupakan dokumen perencanaan 
dan penganggaran perangkat daerah 
selain Renstra dan Renja yaitu 
meliputi perjanjian kinerja, rencana 
aksi, rencana kinerja tahunan, 
rencana dan dokumen anggaran, 

dokumen pengarusutamaam gender 
dan dokumen perencanaan lain yg 
sejenis 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun 
tahun berjalan 

11 Dokumen 

1
1
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

5
5
 

1
5
.0

0
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.01.0013 
- Sub Kegiatan 
Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat 
dan Daerah dalam 
Rangka Mendukung 
Target 
Pembangunan 
Nasional melalui  
Koordinasi Teknis 
Pembangunan 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Sinkronisasi 
dan Harmonisasi 
Pusat dan Daerah 
dalam Rangka 
Mendukung Target 
Pembangunan 
Nasional melalui  
Koordinasi Teknis 
Pembangunan 

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat 
dan Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target Pembangunan 
Nasional melalui  Koordinasi Teknis 
Pembangunan adalah Rakor 
sinkronisasi Renja dengan RKP 

Jumlah Berita Acara 
Hasil Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 
Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 
Pembangunan Nasional 
melalui  Koordinasi 
Teknis Pembangunan 
pada tahun berjalan 

  Berita 
Acara 

1
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

5
 

5
.0

0
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.02 - 
Kegiatan 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Terpenuhinya 
pelayanan 
administrasi 
keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
keuangan perangkat 

daerah sesuai 
standar 

Pelayanan administrasi keuangan 
perangkat daerah sesuai standar 
adalah pelayanan penyediaan gaji 
dan tunjangan serta penyusunan 

laporan keuangan sesuai standar 
pelayanan 

Jumlah administrasi 
keuangan perangkat 
daerah yang terlayani 
sesuai standar 

_______________ x 100 % 
Jumlah administrasi 
keuangan perangkat 
daerah yang harus 
dilayani 

100 % 

1
0
0
 

3
.6

0
2
.3

2
8
.1

9
3
 

1
0
0
 

3
.6

4
7
.0

1
2
.5

3
4
 

1
0
0
 

3
.7

0
6
.5

2
5
.0

4
5
 

1
0
0
 

3
.6

5
3
.9

9
8
.3

1
8
 

1
0
0
 

3
.7

6
4
.8

8
4
.0

2
8
 

1
0
0
 

1
8
.3

7
4
.7

4
8
.1

1
8
   

01.06.01.2.02.0001 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Gaji dan Tunjangan ASN memuat 
gaji, TPP, honorarium pejabat 
pengadaan, honor pengelola 
keuangan, tunjangan jabatan, 
tunjangan fungsional, tunjangan 
keluarga, jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian, dan tunjangan lain untuk 
ASN, P3K 
 

Target dalam satu tahun merupakan 
jumlah orang yang dibayarkan  
gajinya dalam 1 bulan kali jumlah 
bulan dalam 1 tahun anggaran  

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN pada 
tahun berjalan 

25 Orang/
bulan 3

1
2
 

3
.5

9
9
.7

4
0
.1

9
3
 

3
2
4
 

3
.6

4
4
.1

6
5
.4

0
4
 

3
3
6
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

3
.7

0
3
.3

9
3
.2

0
2
  

3
4
8
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

3
.6

5
0
.5

5
3
.2

9
1
  

3
6
0
 

3
.7

6
1
.0

9
4
.4

9
8
  

1
7
0
0
 

1
8
.3

5
8
.9

4
6
.5

8
8
   

01.06.01.2.02.0007 
- Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semest
eran SKPD 

Laporan keuangan memuat laporan 
keungan perangkat daerah bulanan, 
triwulanan, semesteran dan 
tahunan 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran/Tahunan 
Perangkat Daerah pada 
tahun berjalan 

12 Laporan 

1
2
 

  
  
  
  
  
  

  
  
 2

.5
8
8
.0

0
0
  

1
2
 

  
  
  
  
  
  

  
  
 2

.8
4
7
.1

3
0
  

1
2
 

  
  
  

  
  
  

  
  
 3

.1
3
1
.8

4
3
  

1
2
 

  
  
  
  
  
  

  
  
 3

.4
4
5
.0

2
7
  

1
2
 

  
  
  
  
  
  

  
  
 3

.7
8
9
.5

3
0
  

6
0
 

1
5
.8

0
1
.5

3
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.01.2.03 - 
Kegiatan 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
penyediaan  
administrasi Barang 
Milik Daerah 
Perangkat Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi Barang 
Milik Daerah 
Perangkat Daerah 
sesuai standar 

Pelayanan administrasi barang milik 
daerah memuat pelayanan 
penatausahaan barang milik daerah 

Jumlah jenis 
administrasi  
Barang Milik Daerah 
Perangkat Daerah 
sesuai standar 
_______________ x 100% 
Jumlah jenis  
administrasi  
Barang Milik Daerah  
yang harus disediakan 

100 % 

1
0
0
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

  
  
  
  
  
  

 2
.5

0
0
.0

0
0
  

1
0
0
 

1
2
.5

0
0
.0

0
0
   

1.06.01.2.03.0006 - 
Sub Kegiatan 
Penatausahaan 
Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Penatausahaan barang milik daerah 
memuat Penyusunan RKBMD 
berserta dokumen perubahannya, 
Pengamanan, Penilaian, 

Pemanfaatan, Rekonsiliasi, 
Pengawasan dan Pengendalian BMD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD pada tahun 

berjalan 

10 Laporan 

1
0
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

2
.5

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

2
.5

0
0
.0

0
0
  

5
8
 

1
2
.5

0
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.05 - 
Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah  

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 
yang sesuai standar 

Pelayanan administrasi kepegawaian 
perangkat daerah memuat 
pelayanan penyediaan pakaian 
dinas dan atribut kelengkapan serta 
sosialisasi peraturan perundangan-
undangan yang dilaksanakan sesuai 
standar pelayanan/SOP 

Jumlah jenis  
administrasi 
kepegawaian  
perangkat daerah yang 
terlayani sesuai standar 
_______________ x 100% 
jumlah jenis 
administrasi 
kepegawaian perangkat 

daerah yang harus 
dilayani 

100 % 

1
0
0
 

9
4
.6

1
1
.9

2
5
 

1
0
0
 

8
9
.5

2
3
.6

5
0
 

1
0
0
 

8
9
.5

2
3
.6

5
0
 

1
0
0
 

8
9
.5

2
3
.6

5
0
 

1
0
0
 

8
9
.5

2
3
.6

5
0
 

1
0
0
 

4
5
2
.7

0
6
.5

2
5
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.05.0002 
- Sub Kegiatan  
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 

Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

Pakaian Dinas beserta atribut 
kelengkapan meliputi pengadaan 
pakaian dinas, seragam/kostum 
untuk mendukung event daerah 

Jumlah Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 
Kelengkapan pegawai 
pada tahun berjalan 

2 Paket 1
 

3
2
.1

9
3
.2

0
0
 

1
 

2
4
.2

0
0
.0

0
0
 

1
 

2
4
.2

0
0
.0

0
0
 

1
 

2
4
.2

0
0
.0

0
0
 

1
 

2
4
.2

0
0
.0

0
0
 

5
 

1
2
8
.9

9
3
.2

0 0
   

01.06.01.2.05.0010 
- Sub Kegiatan 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah    Orang    
yang    Mengikuti    
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Orang    yang    Mengikuti    
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan adalah ASN (PNS dan 
P3K) yang mengikuti pembinaan 
kepegawaian dan event daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan pada tahun 
berjalan 

25 Orang 

7
8
 

6
2
.4

1
8
.7

2
5
 

8
1
 

6
5
.3

2
3
.6

5
0
 

8
4
 

6
5
.3

2
3
.6

5
0
 

8
7
 

6
5
.3

2
3
.6

5
0
 

9
0
 

6
5
.3

2
3
.6

5
0
 

9
0
 

3
2
3
.7

1
3
.3

2 5
   

01.06.01.2.06 - 
Kegiatan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
penyediaan  
administrasi umum 

perangkat daerah 

Persentase 
ketersediaan 
administrasi umum 

perangkat daerah 
sesuai standar 

Ketersediaan administrasi umum 
perangkat daerah sesuai standar 
meliputi ketersediaan komponen 

instalansi listrik, peralatan dan 
perlengkapan, peralatan rumah 
tangga, bahan logistik, barang 
cetakan dan penggandaan, bahan 
bacaan, rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD dan penataan arsip 
dinamis yang dilaksanakan sesuai 
standar pelayanan/SOP 

Jumlah jenis 
administrasi  
umum perangkat 

daerah 
yang tersedia sesuai 
standar 
_______________ x 100% 
Jumlah jenis 
administrasi  
umum yang harus 
disediakan 

100 % 

1
0
0
 

1
7
5
.8

3
3
.4

7
9
 

1
0
0
 

1
8
7
.0

4
5
.6

4
5
 

1
0
0
 

1
8
7
.0

4
5
.6

4
5
 

1
0
0
 

1
8
7
.0

4
5
.6

4
5
 

1
0
0
 

1
8
7
.0

4
5
.6

4
5
 

1
0
0
 

9
2
4
.0

1
6
.0

5
9
   

01.06.01.2.06.0001 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan mencakup 
komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan yang 
disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan pada tahun 
berjalan 

1 Paket 1
 

9
.9

8
3
.9

0
0
 

1
 

9
.9

9
0
.7

0
0
 

1
 

9
.9

9
0
.7

0
0
 

1
 

9
.9

9
0
.7

0
0
 

1
 

9
.9

9
0
.7

0
0
 

5
 

4
9
.9

4
6
.7

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.06.0002 
-Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan 
Kantor yang 

Disediakan 

Peralatan    dan    Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan mencakup 
peralatan dan perlengkapan kantor 
kategori barang pakai habis/non 

modal yang disediakan untuk 
menunjang kegiatan perkantoran 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan pada 

tahun berjalan 

1 Paket 1
 

1
3
.2

9
8
.9

0
0
 

1
 

1
3
.2

9
4
.2

0
0
 

1
 

1
3
.2

9
4
.2

0
0
 

1
 

1
3
.2

9
4
.2

0
0
 

1
 

1
3
.2

9
4
.2

0
0
 

5
 

6
6
.4

7
5
.7

0
0
   

01.06.01.2.06.0003 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah  Paket  
Peralatan  Rumah  
Tangga  yang 
Disediakan 

Peralatan  Rumah  Tangga  yang 
Disediakan mencakup peralatan 
rumah tangga yang disediakan 
untuk menunjang kegiatan 
perkantoran 

Jumlah  Paket  
Peralatan  Rumah 
Tangga  yang 
Disediakan pada tahun 
berjalan 

1 Paket 1
 

1
7
.3

2
6
.6

0
0
 

1
 

1
8
.9

0
8
.7

5
0
 

1
 

1
8
.9

0
8
.7

5
0
 

1
 

1
8
.9

0
8
.7

5
0
 

1
 

1
8
.9

0
8
.7

5
0
 

5
 

9
2
.9

6
1
.6

0
0
   

01.06.01.2.06.0004 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   
Bahan   Logistik   
Kantor   yang 
Disediakan 

Bahan logistik  yang disediakan 
mencakup makanan dan minuman 
yang disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan pada tahun 
berjalan 

12 Paket 

1
0
 

2
8
.8

5
5
.2

0
0
 

1
0
 

2
8
.7

1
3
.6

0
0
 

1
0
 

2
8
.7

1
3
.6

0
0
 

1
0
 

2
8
.7

1
3
.6

0
0
 

1
0
 

2
8
.7

1
3
.6

0
0
 

5
0
 

1
4
3
.7

0
9
.6

0
0
   

01.06.01.2.06.0005 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Barang Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan mencakup barang 
cetakan dan penggandaan yang 
disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan pada tahun 
berjalan 

1 Paket 1
 

1
6
.2

4
5
.6

0
0
 

1
 

1
6
.2

4
6
.0

0
0
 

1
 

1
6
.2

4
6
.0

0
0
 

1
 

1
6
.2

4
6
.0

0
0
 

1
 

1
6
.2

4
6
.0

0
0
 

5
 

8
1
.2

2
9
.6

0
0
   

01.06.01.2.06.0006 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah Bahan    
Bacaan    dan    
Peraturan 
Perundang-
undangan yang 
Disediakan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang 
Disediakan mencakup bahan 
bacaan dan dokumen peraturan 
perundang-undangan yang 
disediakan untuk menunjang 
kegiatan perkantoran 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan pada tahun 
berjalan 

12 Dokumen 

1
2
 

5
.5

0
8
.0

0
0
 

1
2
 

5
.4

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

5
.4

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

5
.4

0
0
.0

0
0
 

1
2
 

5
.4

0
0
.0

0
0
 

6
0
 

2
7
.1

0
8
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.06.0009 
- Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD mencakup 
perjalanan dinas yang dilaksanakan 
untuk menunjang kegiatan 

perkantoran 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD pada 

tahun berjalan 

36 Laporan 

2
5
 

8
1
.6

3
0
.0

7
9
 

3
0
 

9
1
.4

9
2
.3

9
5
 

3
0
 

9
1
.4

9
2
.3

9
5
 

3
0
 

9
1
.4

9
2
.3

9
5
 

3
0
 

9
1
.4

9
2
.3

9
5
 

1
4
5
 

4
4
7
.5

9
9
.6

5 9
   

01.06.01.2.06.0010 
- Sub Kegiatan 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD mencakup pengelolaan arsip 
aktif, inaktif dan vital serta 
pengelolaan sumberdaya kearsipan 
guna mendukung tertib pengelolaan 
kearsipan dinamis pada perangkat 
daerah 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 
pada tahun berjalan 

0 Dokumen 

2
0
4
0
 

2
.9

8
5
.2

0
0
 

2
0
4
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

2
0
4
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

2
0
4
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

2
0
4
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
.2

0
0
 

1
4
.9

8
5
.2

0
0
   

01.06.01.2.07 - 
Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
Penyediaan Barang 
Milik Daerah 
penunjang urusan 

Persentase 
Penyediaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
sesuai kebutuhan 

Penyediaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan sesuai 
kebutuhan adalah kegiatan 
penyediaan kendaraan jabatan, 
kendaraan operasional, mebel, 
peralatan dan mesin lainnya, aset 
tetap lainnya, aset tak berwujud, 
pembangunan gedung kantor dan 
penyediaan sarana dan prasaran 
gedung kantor yang disediakan 
sesuai RKBMD 

Jumlah  BMD 
penunjang  
urusan yang tersedia 
sesuai kebutuhan 
_______________ x 100 % 
Jumlah BMD 
penunjang  
urusan yang 
dibutuhkan 

100 % 

1
0
0
 

2
0
.4

0
5
.7

0
0
 

1
0
0
 

1
2
.2

0
5
.5

0
0
 

1
0
0
 

2
7
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

7
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

1
2
.2

0
5
.5

0
0
 

1
0
0
 

3
9
4
.8

1
6
.7

0
0
   

1.06.01.2.07.0005 - 
Sub Kegiatan 
Pengadaan Mebel 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

Mebel yang Disediakan mencakup 
mebel yang menjadi aset perangkat 
daerah untuk menunjang kegiatan 
perkantoran yang disediakan sesuai 
RKBMD 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

0 Unit 3
 

7
.9

5
6
.0

0
0
 

0
 

0
 

2
 

7
.8

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5
 

1
5
.7

5
6
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.01.2.07.0006 - 
Sub Kegiatan 
Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan 

Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan mencakup peralatan dan 
mesin lainnya yang menjadi aset 
perangkat daerah untuk menunjang 

kegiatan perkantoran yang 
disediakan sesuai RKBMD 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

6 Unit 3
 

1
2
.4

4
9
.7

0
0
 

3
 

1
2
.2

0
5
.5

0
0
 

4
 

7
5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

7
5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
 

1
2
.2

0
5
.5

0
0
 

1
6
 

1
8
6
.8

6
0
.7

0
0
   

01.06.01.2.07.0011 
- Sub Kegiatan 
Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung  
Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  
yang Disediakan 

Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung  Kantor  atau  Bangunan  
Lainnya  yang Disediakan mencakup 
ruangan dalam gedung kantor 
termasuk jaringan internet, listrik, 
telepon serta sarana dan prasarana 
luar gedung kantor yang menjadi 
aset perangkat daerah untuk 
menunjang kegiatan perkantoran 
yang disediakan sesuai RKBMD 

Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana  Gedung  
Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  
yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

0 Unit 0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
9
2
.2

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
9
2
.2

0
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.08 - 
Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
penyediaan jasa 
penunjang urusan 
perkantoran 

Persentase 
penyediaan jasa 
penunjang urusan 
sesuai standar 

Penyediaan jasa penunjang urusan 
sesuai standar memuat penyediaan 
jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik; penyediaan jasa 
peralatan dan perlengkapan, serta 
penyediaan jasa pelayanan umum 
yang dilaksanakan sesuai standar 
pelayanan/SOP 

Jml jenis penunjang 
urusan pemerintahan 
daerah yang tersedia 
sesuai standar 
_______________ x 100 % 
Jml jenis penunjang  
urusan pemerintahan 
yang harus disediakan 

100 % 

1
0
0
 

6
2
1
.5

9
0
.8

5
2
 

1
0
0
 

6
7
7
.1

5
9
.9

7
1
 

1
0
0
 

7
1
8
.4

3
7
.1

2
6
 

1
0
0
 

7
6
2
.6

0
3
.6

8
2
 

1
0
0
 

8
0
9
.8

6
1
.8

9
7
 

1
0
0
 

3
.5

8
9
.6

5
3
.5

2
8
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.08.0002 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 
Disediakan 

Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan memuat pembayaran 
listrik, air dan telepon yang 

menunjang kegiatan perkantoran  

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan pada 
tahun berjalan 

48 Laporan 

4
8
 

8
9
.5

0
9
.2

0
0
 

4
8
 

8
7
.4

8
6
.3

2
4
 

4
8
 

8
7
.4

8
6
.3

2
4
 

4
8
 

8
7
.4

8
6
.3

2
4
 

4
8
 

8
7
.4

8
6
.3

2
4
 

2
4
0
 

4
3
9
.4

5
4
.4

9
6
   

01.06.01.2.08.0004 
- Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan   Jasa   Pelayanan 
Umum Kantor memuat kegiatan 
penyediaan dan pembayaran gaji, 
jaminan kesehatan, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian 
bagi tenaga pelayanan umum 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 
pada tahun berjalan 

13 Laporan 

1
3
 

5
3
2
.0

8
1
.6

5
2
 

1
3
 

 5
8
9
.6

7
3
.6

4
7
  1
3
   

  
  
  
  
  

  

6
3
0
.9

5
0
.8

0
2
  

1
3
   

  
  
  
  
  

  

6
7
5
.1

1
7
.3

5
8
  

1
3
 

7
2
2
.3

7
5
.5

7
3
  6
5
 

3
.1

5
0
.1

9
9
.0

3
2
   

01.06.01.2.09 - 
Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 

Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

                                    

Terpenuhinya 
pelayanan 
penunjang kinerja 
perangkat daerah  

Persentase Barang 
Milik Daerah yang 
terpelihara sesuai 
kebutuhan 

Barang Milik Daerah yang 
terpelihara sesuai standar adalah 
barang milik daerah yang menjadi 
kewenangan perangkat daerah 
memuat kendaraan jabatan, 
kendaraan operasional, mebel, 
peralatan dan mesin lainnya, aset 
tetap lainnya, aset tak berwujud 

serta sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor yang 
dipelihara sesuai RKPBMD 

Jumlah jenis BMD  
yang terpelihara sesuai 
kebutuhan 
_______________ x 100% 
jumlah jenis BMD  
yang harus dipelihara 

100 % 

1
0
0
 

1
5
5
.0

1
9
.5

0
0
 

1
0
0
 

1
5
5
.0

0
2
.2

0
0
 

1
0
0
 

2
8
7
.1

6
5
.0

0
0
 

1
0
0
 

2
8
4
.1

6
5
.0

0
0
 

1
0
0
 

1
5
5
.0

0
2
.2

0
0
 

1
0
0
 

1
.0

3
6
.3

5
3
.9

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.01.2.09.0001 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 
adalah kendaraan jabatan yang 

dilakukan pemeliharaan sesuai 
RKPBMD 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 

Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 
pada tahun berjalan 

13 Unit 

1
3
 

2
4
.9

8
4
.3

0
0
 

1
3
 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
3
 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
3
 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
3
 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
 

6
5
 

1
2
4
.9

8
4
.3

0
0
   

1.06.01.2.09.0002 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 
adalah kendaraan jabatan dan 
kendaraan operasional yang 
dilakukan pemeliharaan sesuai 
RKPBMD 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya pada 
tahun berjalan 

2 Unit 3
 

6
8
.9

9
8
.4

0
0
 

3
 

6
9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
 

6
9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
 

6
9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
 

6
9
.0

0
0
.0

0
0
 

1
5
 

3
4
4
.9

9
8
.4

0
0
   

01.06.01.2.09.0005 

- Sub Kegiatan 
Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara 

Mebel yang dipelihara adalah mebel 

aset perangkat daerah yang 
dipelihara sesuai RKPBMD 

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara pada tahun 
berjalan 

0 Unit 0
 

0
 

0
 

0
 

5
0
 

1
0
.0

0
0
.0

0
0
 

5
0
 

1
0
.0

0
0
.0

0
0
 

0
 

0
 

1
0
0
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
   

01.06.01.2.09.0006 
- Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara  

Peralatan dan mesin lainnya yang 
dipelihara adalah peralatan dan 
mesin lainnya aset perangkat 
daerah yang dipelihara sesuai 
RKPBMD 

Jumlah   Peralatan   
dan   Mesin   Lainnya   
yang Dipelihara pada 
tahun berjalan 

40 Unit 

5
0
 

2
8
.1

0
8
.8

0
0
 

5
0
 

2
8
.1

6
5
.0

0
0
 

5
0
 

2
8
.1

6
5
.0

0
0
 

5
0
 

2
8
.1

6
5
.0

0
0
 

5
0
 

2
8
.1

6
5
.0

0
0
 

2
5
0
 

1
4
0
.7

6
8
.8

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

01.06.01.2.09.0011 
- Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana 
Pendukung   
Gedung   Kantor   
atau   Bangunan 
Lainnya 

Jumlah    Sarana    
dan    Prasarana    
Pendukung Gedung  
Kantor  atau  

Bangunan  Lainnya  
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

Sarana    dan    Prasarana    
Pendukung Gedung  Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  yang 
Dipelihara/Direhabilitasi adalah 

ruangan dalam gedung kantor, 
taman, kolam, tempat parkir, pos 
satpam, pagar, dll yang 
dipelihara/direhabilitasi sesuai 
RKPBMD 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi pada 
tahun berjalan 

1 Unit 1
 

3
2
.9

2
8
.0

0
0
 

1
 

3
2
.8

3
7
.2

0
0
 

1
 

1
5
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

1
5
2
.0

0
0
.0

0
0
 

1
 

3
2
.8

3
7
.2

0
0
 

5
 

4
0
5
.6

0
2
.4

0
0
   

Sasaran : 
Meningkatnya 
fungsi sosial PPKS 

Persentase PPKS 
yang meningkat 
kemampuan fungsi 
sosialnya  

PPKS yang meningkat kemampuan 
fungsi sosialnya adalah PPKS 
penerima layanan yang mampu 
mengurus diri sendiri/bersosialisasi 
dengan lingkungan/meningkat 
potensi diri/meningkat kemampuan 
beraktivitas fisik/meningkat 
kemampuan ekonominya 
 

PPKS adalah PPKS sesuai 
Permensos nomor 8 tahun 2012 
tentang Pedoman Pendataan dan 
Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, 
(diluar ODHA dan korban 
penyalahgunaan Napza) 

Jumlah PPKS penerima 
layanan yang 
meningkat fungsi 
sosialnya 
_______________ x 100% 
Jumlah PPKS  

89,71 Persen 

9
0
,8

1
   

9
1
,5

0
   

9
2
,2

0
   

9
2
,9

0
   

9
3
,6

0
   

9
3
,6

0
     

1.06.02 - Program 
Pemberdayaan 
Sosial  
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Meningkatnya daya 
dukung Potensi dan 
Sumber 
Kesejahteraan 

Sosial dalam 
penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial 

Persentase Pekerja 
Sosial, Tenaga 
Kesejahteraan 
Sosial dan/atau 

relawan sosial yang 
Melaksanakan 
Pelayanan Sosial di 
Luar Panti sesuai 
standar 

Pekerja Sosial/Tenaga 
Kesejahteraan Sosial/relawan sosial 
yang Melaksanakan Pelayanan 
Sosial di Luar Panti sesuai standar 

adalah PSKS yang melakukan 
pelayanan sosial bagi PPKS di luar 
panti sesuai SOP 
 
Pekerja Sosial/Tenaga 
Kesejahteraan Sosial/relawan sosial 
yang dimaksud adalah Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
meliputi TKSK, PSM, LKS, Karang 
Taruna, Orsos maupun 
pendamping/relawan sosial lainnya 

Jumlah pekerja sosial, 
tenaga kesejahteraan 
sosial, dan/atau 
relawan sosial yang 

melaksanakan 
pelayanan sosial di luar 
panti sesuai standar  
______________ x 100% 
Jumlah pekerja sosial, 
tenaga kesejahteraan 
sosial, dan/atau 
relawan sosial yang 
melaksanakan 
pelayanan sosial di luar 
panti 

100 % 

1
0
0
 

6
6
0
.3

2
3
.4

0
0
 

1
0
0
 

6
2
8
.5

3
1
.5

8
9
 

1
0
0
 

6
4
6
.7

2
8
.0

2
4
 

1
0
0
 

6
4
5
.0

9
8
.5

5
5
 

1
0
0
 

6
4
8
.5

0
7
.4

0
7
 

1
0
0
 

3
.2

2
9
.1

8
8
.9

7
5
   

1.06.02.2.03 - 
Kegiatan 
Pengembangan 
Potensi Sumber 

Kesejahteraan 
Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota  

                                    

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas PSKS 
dalam 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
sosial,nilai-nilai 
kepahlawanan dan 
keperintisan 

Persentase Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) 
perseorangan yang 
meningkat 
kompetensinya 
dalam pelayanan 
sosial 

PSKS perseorangan yang meningkat 
kompetensi adalah yang 
mendapatkan sosialisasi/Bimtek/ 
pembinaan/kegiatan peningkatan 
kapasitas lainnya dari Dinas Sosial 
atau instansi terkait lainnya 
 
PSKS perseorangan dalam hal ini 
adalah TKSK, PSM maupun 
pendamping/relawan sosial lainnya 

Jumlah PSKS 
perseorangan yang 
mengikuti Bimtek/ 
pembinaan 
_______________ x 100% 
Jumlah populasi 
PSKS perseorangan 

100 % 

1
0
0
 

6
6
0
.3

2
3
.4

0
0
 

1
0
0
 

6
2
8
.5

3
1
.5

8
9
 

1
0
0
 

6
4
6
.7

2
8
.0

2
4
 

1
0
0
 

6
4
5
.0

9
8
.5

5
5
 

1
0
0
 

6
4
8
.5

0
7
.4

0
7
 

  
  
 1

0
0
  

3
.2

2
9
.1

8
8
.9

7
5
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Persentase Lembaga 
di Bidang 
kesejahteraan sosial 
yang meningkat 

kompetensinya 
dalam pelayanan 
sosial 

Lembaga di Bidang kesejahteraan 
sosial yang meningkat kualitasnya 
dalam pelayanan sosial adalah 
LKS/Orsos/Karang Taruna yang 

mendapatkan pembinaan/ 
sosialisasi/Bimtek/peningkatan 
kapasitas lainnya dari Dinas Sosial 
Kota Blitar/Instansi terkait lainnya 

Jumlah Lembaga 
kesejahteraan  
sosial yang mengikuti 
sosialisasi/ 

pembinaan/Bimtek 
_______________ x 100% 
Jumlah populasi 
LKS/Orsos/ Karang 
Taruna 

100 % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

  
  
 1

0
0
      

1.06.02.2.03.0004 - 
Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial yang 
Meningkat 
Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Lembaga di bidang Kesos yang 
meningkat kapasitasnya adalah 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 
Karang Taruna dan Orsos yang 
memperoleh sosialisasi/pembinaan/ 
Bimtek/kegiatan lain yang sejenis  

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

18 Lembaga 

2
0
 

2
3
5
.0

1
5
.5

0
0
 

2
0
 

2
3
7
.9

4
8
.6

8
9
 

2
0
 

2
4
6
.1

4
5
.1

2
4
 

2
0
 

2
4
4
.5

1
5
.6

5
5
 

2
0
 

2
4
7
.9

2
4
.5

0
7
 

1
0
0
 

1
.2

1
1
.5

4
9
.4

7
5
   

1.06.02.2.03.0010 - 
Sub Kegiatan 
Fasilitasi Pemberian 
Penghargaan dan 
Santunan Sosial 
bagi Warakawuri/ 
Keluarga Pahlawan 
Nasional, Perintis 
Kemerdekaan, dan 
Janda Duda Perintis 
Kemerdekaan 

Jumlah 
Warakawuri/Keluar
ga Pahlawan, 
Perintis 
Kemerdekaan, dan 
Janda Duda Perintis 
Kemerdekaan yang 
memperoleh 
penghargaan dan 
santunan sosial 

Warakawuri/Keluarga Pahlawan, 
Perintis Kemerdekaan, dan Janda 
Duda Perintis Kemerdekaan yang 
memperoleh penghargaan dan 
santunan sosial dalam bentuk uang 
dan/atau barang 

Jumlah Warakawuri/ 
Keluarga Pahlawan, 
Perintis Kemerdekaan, 
dan Janda Duda 
Perintis Kemerdekaan 
yang memperoleh 
penghargaan dan 
santunan sosial pada 
tahun berjalan 

3 Orang 2
 

6
.6

4
0
.0

0
0
 

2
 

6
.6

4
0
.0

0
0
 

2
 

6
.6

4
0
.0

0
0
 

2
 

6
.6

4
0
.0

0
0
 

2
 

6
.6

4
0
.0

0
0
 

1
0
  

3
3
.2

0
0
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.02.2.03.0011 - 
Sub Kegiatan 
Pengenalan, 
Penanaman dan 

Penghayatan Nilai-
Nilai Kepahlawanan, 
Keperintisan, 
Kesetiakawanan 
dan Restorasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti dan 
Mendapatkan 
Pengenalan, 

Penanaman, dan 
Penghayatan Nilai-
Nilai Kepahlawanan, 
Keperintisan, 
Kesetiakawanan 
dan Restorasi Sosial 

Pengenalan, Penanaman dan 
Penghayatan Nilai-Nilai 
Kepahlawanan, Keperintisan, 
Kesetiakawanan dan Restorasi 

Sosial berupa sosialisasi/seminar/ 
perlombaan dan kegiatan lain yang 
sejenis termasuk peringatan HUT 
PETA, HKSN dan upacara hari 
pahlawan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti dan 
Mendapatkan 
Pengenalan, 

Penanaman, dan 
Penghayatan Nilai-Nilai 
Kepahlawanan, 
Keperintisan, 
Kesetiakawanan dan 
Restorasi Sosial pada 
tahun berjalan 

500 Orang 

5
0
0
 

1
4
4
.2

9
6
.6

0
0
 

5
0
0
 

1
3
9
.2

9
6
.6

0
0
 

5
0
0
 

1
4
4
.2

9
6
.6

0
0
 

5
0
0
 

1
4
4
.2

9
6
.6

0
0
 

5
0
0
 

1
4
4
.2

9
6
.6

0
0
 

2
0
0
0
 

7
1
6
.4

8
3
.0

0
0
   

1.06.02.2.03.0014 - 
Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial Perseorangan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penyuluh 
Sosial, Penyuluh 
Sosial Masyarakat, 
Pekerja Sosial, 
Pekerja Sosial 
Masyarakat 
dan/atau Tenaga 
Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 

PSKS perseorangan yang meningkat 
kapasitasnya adalah pekerja sosial, 
penyuluh sosial, TKSK, PSM dan 
pendamping sosial lainnya yang 
mendapatkan sosialisasi/ 
pembinaan/Bimtek dari Dinas 
Sosial atau instansi dan lembaga 
terkait 

Jumlah Penyuluh 
Sosial, Penyuluh Sosial 
Masyarakat, Pekerja 
Sosial, Pekerja Sosial 
Masyarakat dan/atau 
Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan yang 
Meningkat 

Kapasitasnya pada 
tahun berjalan 

47 Orang 

4
7
 

2
7
4
.3

7
1
.3

0
0
 

4
7
 

2
4
4
.6

4
6
.3

0
0
 

4
7
 

2
4
9
.6

4
6
.3

0
0
 

4
7
 

2
4
9
.6

4
6
.3

0
0
 

4
7
 

2
4
9
.6

4
6
.3

0
0
 

  
  
  
 2

3
5
  

1
.2

6
7
.9

5
6
.5

0
0
   

1.06.04 - Program 
Rehabilitasi Sosial 
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Meningkatnya 
cakupan rehabilitasi 
sosial 

Persentase 
Penyandang 
Disabilitas Terlantar 
yang Terpenuhi 

Kebutuhan 
Dasarnya di luar 
panti 

Penyandang Disabilitas Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya di Luar Panti adalah 
penyandang disabilitas terlantar 

yang mendapat layanan rehabilitasi 
sosial dasar sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan hasil 
asesment pekerja sosial 
 
Penyandang disabilitasi terlantar 
adalah  penyandang  disabilitas 
yang : 
a. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 
b. Masih ada perseorangan, 
keluarga dan/atau masyarakat yang 
mengurus 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar di 
luar panti yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya  
_______________ x 100% 
Populasi penyandang 
disabilitas terlantar di 
daerah kabupaten/kota 
yang membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar 
di luar panti 

100 % 

1
0
0
 

8
8
8
.0

7
0
.2

0
0
 

1
0
0
 

8
1
8
.8

9
7
.2

0
0
 

1
0
0
 

8
8
8
.0

7
1
.0

0
0
 

1
0
0
 

8
8
8
.0

7
1
.0

0
0
 

1
0
0
 

8
5
1
.8

9
7
.2

0
0
 

1
0
0
 

4
.3

3
5
.0

0
6
.6

0
0
   

  Persentase Anak 

Terlantar yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan 
Dasarnya di Luar 
Panti 

Anak Terlantar yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 
adalah anak terlantar yang 
mendapat layanan rehabilitasi sosial 
dasar sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan hasil asesment pekerja 
sosial 
 
Anak Terlantar adalah anak yang : 
a. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 
b. Masih ada perseorangan, 
keluarga dan/atau masyarakat yang 
mengurus 

Jumlah anak terlantar 

di luar panti yang 
Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya  
_______________ x 100% 
populasi anak  
terlantar di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar 
di luar panti 

100 % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Persentase Lanjut 
Usia Terlantar yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan 

Dasarnya di Luar 
Panti 

Lanjut Usia Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 
Luar Panti adalah Lanjut Usia 
terlantar yang mendapat layanan 

rehabilitasi sosial sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan hasil 
asesment pekerja sosial 
 
Lanjut Usia terlantar adalah lanjut 
usia yang : 
a. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 
b. Masih ada perseorangan, 
keluarga dan/atau masyarakat yang 
mengurus 

jumlah Lanjut Usia 
terlantar di luar panti 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya  

_______________ x 100% 
populasi lanjut usia 
terlantar di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar 
di luar panti 

100 % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
     

  Persentase 
Gelandangan dan 
Pengemis yang 

Terpenuhi 
Kebutuhan 
Dasarnya di Luar 
Panti 

Penyandang Gelandangan dan 
Pengemis yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 

adalah gelandangan dan pengemis 
yang mendapat layanan rehabilitasi 
sosial sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan hasil asesment pekerja 
sosial 
 
Kriteria Gepeng : 
a. Perseorangan atau kepala 
keluarga usia 19 tahun sampai 
dengan 60 tahun 
b. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 
c. Tidak memiliki tempat tinggal 
tetap 
d. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat yang 
peduli 

Jumlah Gelandangan 
dan Pengemis di luar 
panti yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya  
______________ x 100% 
populasi gelandangan 
pengemis di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar 
di luar panti 

  % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) 

lainnya di luar 
HIV/AIDS dan 
NAPZA yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan 
Dasarnya di Luar 
Panti 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti adalah PPKS lainnya di 
luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 
mendapat layanan rehabilitasi sosial 
sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan hasil asesment pekerja 
sosial 
 
PPKS lainnya adalah PPKS sesuai 
Permensos nomor 8 tahun 2012 
tentang Pedoman Pendataan dan 
Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, 
diluar ODHA, korban 
penyalahgunaan Napza, fakir 
miskin, korban bencana alam dan 
korban bencana sosial, penyandang 

disabilitas terlantar, Lansia 
terlantar, Gepeng dan PPKS kluster 
anak 

Jumlah pemerlu 
pelayanan 
kesejahteraan sosial 
(PPKS) lainnya di luar 

HIV/AIDS di luar panti 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
_______________ x 100% 
populasi pemerlu 
pelayanan 
kesejahteraan sosial 
(PPKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar 
di luar panti 

  % 

1
4
,6

3
   

1
4
,6

3
   

1
4
,6

3
   

1
4
,6

3
   

1
4
,6

3
   

7
3
,1

7
     

1.06.04.2.01 - 
Kegiatan 
Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial 
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Terpenuhinya 
Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas 

Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

Jumlah Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 
Gelandangan dan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial  yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
rehabilitasi sosial 
dasar 

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi 
sosial dasar di luar panti adalah 
rehabilitasi sosial dasar bagi 
penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, Lanjut Usia terlantar 
serta gelandangan dan pengemis di 
luar panti sesuai kebutuhan 
masing-masing berdasarkan hasil 
asesment pekerja sosial meliputi 
penyediaan permakanan, 
penyediaan sandang, penyediaan 
alat bantu, layanan reunifikasi 
keluarga, pemberian bimbingan 
fisik, mental, psiritual dan sosial, 
pemberian bimbingan sosial kepada 
keluarga dan masyarakat, 
pemberian akses layanan 
pendidikan dan kesehatan dasar, 
pemberian layanan data dan 

pengaduan, pemberian layanan 
kedaruratan. Layanan penelusuran 
keluarga dan pemberian layanan 
rujukan 

Jumlah Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 

Gelandangan dan 
Pengemis di Luar Panti 
Sosial  yang terpenuhi 
kebutuhan rehabilitasi 
sosial dasar pada tahun 
berjalan 

525 Orang 

5
4
4
 

8
6
7
.1

4
8
.9

0
0
 

5
4
4
 

7
8
8
.8

9
7
.2

0
0
 

5
4
4
 

8
5
8
.0

7
1
.0

0
0
 

5
4
4
 

8
5
8
.0

7
1
.0

0
0
 

5
4
4
 

8
2
1
.8

9
7
.2

0
0
 

2
.7

2
0
 

4
.1

9
4
.0

8
5
.3

0
0
   

1.06.04.2.01.0001 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Permakanan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi 
Minimal 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan permakanan 
meliputi pemenuhan kebutuhan 
permakanan bagi penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, 
Lansia terlantar dan Gepeng di luar 
panti 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan Sesuai 
dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

130 Orang 

1
4
5
 

4
2
0
.2

2
6
.6

0
0
 

1
4
5
 

3
7
2
.3

3
5
.4

0
0
 

1
4
5
 

3
7
7
.3

3
5
.4

0
0
 

1
4
5
 

3
7
7
.3

3
5
.4

0
0
 

1
4
5
 

3
7
7
.3

3
5
.4

0
0
 

7
2
5
 

1
.9

2
4
.5

6
8
.2

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.01.0002 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Sandang 

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian 
dan Kelengkapan 
Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan pakaian dan 
kelengkapan lainnya meliputi 
pemenuhan kebutuhan pakaian dan 
kelengkapan lainnya bagi 

penyandang disabilitas terlantar, 
anak terlantar, Lansia terlantar dan 
Gepeng di luar panti 

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya 
yang Tersedia dalam 1 

Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

34 Orang 

5
2
 

1
6
.2

3
7
.8

0
0
 

5
2
 

1
5
.2

7
5
.7

0
0
 

5
2
 

1
5
.2

7
5
.7

0
0
 

5
2
 

1
5
.2

7
5
.7

0
0
 

5
2
 

1
5
.2

7
5
.7

0
0
 

2
6
0
 

7
7
.3

4
0
.6

0
0
   

1.06.04.2.01.0003 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan Alat 
Bantu 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat 
Bantu dan Alat 
Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan alat bantu meliputi 
pemberian bantuan alat bantu bagi 
penyandang disabilitas terlantar di 
luar panti 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat 
Bantu dan Alat Bantu 
Peraga Sesuai 
kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 

2
0
 

4
4
.8

8
0
.0

0
0
 

1
4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

2
0
 

4
3
.1

7
3
.8

0
0
 

2
0
 

4
3
.1

7
3
.8

0
0
 

1
4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

  
  
  
 8

8
  

1
7
1
.2

2
7
.6

0
0
   

1.06.04.2.01.0004 
Sub Kegiatan 
Pemberian 
Pelayanan 

Reunifikasi 
Keluarga 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Reunifikasi 

Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan reunifikasi keluarga 
merupakan upaya untuk 
menyatukan kembali anggota 
keluarga yang terpisah, baik karena 

migrasi, pengungsian, atau alasan 
lainnya 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

21 Orang 0
   4
 

3
.5

0
0
.0

0
0
 

4
 

3
.5

0
0
.0

0
0
 

4
 

3
.5

0
0
.0

0
0
 

4
 

3
.5

0
0
.0

0
0
 

  
  
  
 1

6
  

1
4
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0005 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual, 
dan Sosial 

Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual 
dan Sosial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial meliputi 
bimbingan dan pendampingan baik 
yang dilakukan secara individu 
maupun klasikal bagi penyandang 
disabilitas terlantar, anak terlantar, 
Lansia terlantar dan Gepeng di luar 
panti  

Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

289 Orang 

2
4
3
 

1
3
1
.6

6
1
.7

0
0
 

2
4
3
 

1
6
0
.8

3
3
.6

0
0
 

2
4
3
 

1
7
5
.8

3
3
.6

0
0
 

2
4
3
 

1
7
5
.8

3
3
.6

0
0
 

2
4
3
 

1
7
0
.8

3
3
.6

0
0
 

1
.2

1
5
 

8
1
4
.9

9
6
.1

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.01.0006 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian 
Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemis dan 
Masyarakat 

Jumlah Peserta 
Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga 
Penyandang 

Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemis dan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Bimbingan Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis dan Masyarakat baik 
secara individu maupun klasikal  

Jumlah Peserta 
Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

192 Orang 

2
0
0
 

3
7
.1

8
4
.2

0
0
 

2
0
0
 

2
7
.2

8
4
.2

0
0
 

2
0
0
 

2
7
.2

8
4
.2

0
0
 

2
0
0
 

2
7
.2

8
4
.2

0
0
 

2
0
0
 

2
7
.2

8
4
.2

0
0
 

1
.0

0
0
 

1
4
6
.3

2
1
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0008 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Akses ke 
Layanan Pendidikan 
dan Kesehatan 
Dasar 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Akses 
ke Layanan 
Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar meliputi fasilitasi 
untuk mendapatkan akses 
pendidikan dasar baik di sekolah 
formal maupun non formal serta 
akses layanan kesehatan di fasilitas 

kesehatan milik pemerintah (sesuai 
rujukan Faskes pertama) 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Akses ke 
Layanan Pendidikan 
dan Kesehatan Dasar 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 

tahun berjalan 

23 Orang 

3
5
 

3
9
.0

3
6
.0

0
0
 

3
5
 

3
4
.3

0
6
.3

0
0
 

3
5
 

3
9
.3

0
6
.3

0
0
 

3
5
 

3
9
.3

0
6
.3

0
0
 

3
5
 

3
4
.3

0
6
.3

0
0
 

1
7
5
 

1
8
6
.2

6
1
.2

0
0
   

1.06.04.2.01.0009 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Layanan 
Data dan 
Pengaduan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Layanan Data dan 
Pengaduan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemberian layanan pengaduan 
berupa layanan data yang diberikan 
kepada disabilitas terlantar, anak 
terlantar, Lansia terlantar dan 
Gepeng di luar panti untuk 
diusulkan masuk dalam data 
terpadu penanganan fakir miskin 
berdasarkan hasil pendataan/verval 
data PPKS yang dilakukan serta 
layanan untuk menerima dan 
menindaklanjuti informasi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau 
pertanyaan yang disampaikan oleh 
masyarakat kepada dinas sosial 

dan/atau Pusat Kesejahteraan 
Sosial mengenai tidak terpenuhinya 
kebutuhan dasar 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Layanan 
Data dan Pengaduan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

56 Orang 

5
0
 

3
1
.9

1
0
.8

0
0
 

5
0
 

2
7
.0

7
4
.9

0
0
 

5
0
 

3
2
.0

7
4
.9

0
0
 

5
0
 

3
2
.0

7
4
.9

0
0
 

5
0
 

2
9
.0

7
4
.9

0
0
 

2
5
0
 

1
5
2
.2

1
0
.4

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.01.0010 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Layanan 
Kedaruratan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Kedaruratan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Layanan kedaruratan merupakan 
tindakan penanganan segera yang 
dilakukan Dinas Sosial kepada 
penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, Lansia terlantar dan 
Gepeng di luar panti yang 
membutuhkan pertolongan karena 
terancan kehidupannya dan tidak 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kedaruratan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

6 Orang 

2
5
 

5
.8

0
0
.0

0
0
 

2
5
 

6
.0

0
0
.0

0
0
 

2
5
 

6
.0

0
0
.0

0
0
 

2
5
 

6
.0

0
0
.0

0
0
 

2
5
 

6
.0

0
0
.0

0
0
 

  
  
 1

2
5
  

2
9
.8

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0011 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian 
Pelayanan 
Penelusuran 
Keluarga 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Penelusuran 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Layanan penelusuran keluarga 
merupakan upaya untuk 
menemukan kembali anggota 
keluarga yang terpisah atau hilang, 
baik itu karena bencana alam, 
konflik, atau alasan lainnya 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Penelusuran 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

21 orang 0
   5
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

5
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

5
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

5
 

1
.0

0
0
.0

0
0
 

2
5
 

4
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0012 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Layanan 
Rujukan 

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Layanan rujukan merupakan 
layanan yang diberikan kepada 
penyandang disabilitas terlantar, 
anak terlantar, Lansia terlantar dan 
Gepeng di luar panti  yang 
membutuhkan layanan lebih lanjut 
antara lain ke UPT/sentra terpadu 
rehabilitasi sosial, Lembaga 
Kesejahteraan Sosial atau lembaga 
lain yang sejenis termasuk layanan 
penelusuran dan/atau reunifikasi 
keluarga  

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

23 Orang 

2
5
 

3
5
.4

2
8
.0

0
0
 

2
0
 

2
3
.8

1
2
.1

0
0
 

2
0
 

2
3
.8

1
2
.1

0
0
 

2
0
 

2
3
.8

1
2
.1

0
0
 

2
0
 

2
3
.8

1
2
.1

0
0
 

1
0
5
 

1
3
0
.6

7
6
.4

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.01.0014 - 
Sub Kegiatan 
Fasilitasi 
Pembuatan 

Dokumen 
Kependudukan bagi 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, 
Gelandangan dan 
Pengemis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan 
Pembuatan 

Dokumen 
Kependudukan bagi 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, 
Gelandangan dan 
Pengemis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Pembuatan Dokumen 
Kependudukan (NIK, surat nikah, 
KIA, akta kelahiran dan dokumen 
kependudukan lain yang diterbitkan 

oleh Dispendukcapil termasuk 
layanan biometrik/ pengecekan NIK) 
bagi Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, Gelandangan dan 
Pengemis di luar panti 

Jumlah Orang yang 
Terpenuhi Kebutuhan 
Pembuatan Dokumen 
Kependudukan bagi 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, Gelandangan 
dan Pengemis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

4 Orang 5
 

2
.4

0
0
.0

0
0
 

5
 

3
.4

7
5
.0

0
0
 

5
 

3
.4

7
5
.0

0
0
 

5
 

3
.4

7
5
.0

0
0
 

5
 

3
.4

7
5
.0

0
0
 

  
  
  
 2

5
  

1
6
.3

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0016 - 
Sub Kegiatan 
Rehabilitasi Sosial 
dan Reintegrasi 

Sosial bagi Anak 
Berhadapan dengan 
Hukum (ABH) 

Jumlah orang yang 
mendapatkan 
layanan Rehabilitasi 
Sosial dan 

Reintegrasi Sosial 
bagi Anak 
Berhadapan dengan 
Hukum (ABH) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi 
Sosial bagi Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) merupakan 
layanan pendampingan bagi ABH 

selama proses hukum serta 
pemulihan dan pengembalian anak 
ke keluarga/masyarakat setelah 
mereka menyelesaikan proses 
hukum 

Jumlah orang yang 
mendapatkan layanan 
Rehabilitasi Sosial dan 
Reintegrasi Sosial bagi 

Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

9 Orang 

1
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

  
  
  
 5

0
  

2
5
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.01.0017 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Perbekalan 
Kesehatan di Luar 
Panti Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan perbekalan kesehatan 
bagi  Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, Gelandangan dan 
Pengemis di luar panti meliputi 
obat-obatan ringan termasuk 
vitamin dan makanan/tambahan 
nutrisi serta bahan/alat/ 
perlengkapan kebersihan diri 
lainnya  

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Pemenuhan Kebutuhan 
Perbekalan Kesehatan 
di Luar Panti 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

21 Orang 

2
2
 

5
9
.9

7
8
.6

0
0
 

2
2
 

4
5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
2
 

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 

2
2
 

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 

2
2
 

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 

1
1
0
 

2
5
4
.9

7
8
.6

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.01.0018 - 
Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 

melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 

Rehabilitasi Sosial 

Asistensi rehabilitasi sosial meliputi 
bantuan pemenuhan kebutuhan 
dasar bagi Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, Gelandangan dan 
Pengemis di luar panti meliputi 
paket Sembako, bahan/alat 
kebersihan diri dan kebutuhan 
dasar lainnya sesuai kebutuhan 
penerima layanan 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 

Rehabilitasi Sosial 

0 Orang 

4
2
 

3
7
.4

0
5
.2

0
0
 

4
2
 

4
4
.0

0
0
.0

0
0
 

4
2
 

5
5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
2
 

5
5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
2
 

5
5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
1
0
 

2
4
6
.4

0
5
.2

0
0
   

1.06.04.2.02 - 
Kegiatan 
Rehabilitasi Sosial 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial 

                                    

Terpenuhinya 
Rehabilitasi Sosial 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial  

Jumlah PMKS 
Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial  yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
rehabilitasi sosial  

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi 
sosial meliputi rehabilitasi sosial 
PMKS Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial sesuai kebutuhan masing-
masing berdasarkan hasil asesment 
pekerja sosial  

Jumlah PMKS Lainnya 
Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA 
di Luar Panti Sosial  
yang terpenuhi 
kebutuhan rehabilitasi 
sosial  

0 Orang 6
 

2
0
.9

2
1
.3

0
0
 

6
 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
 

6
 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
 

6
 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
 

6
 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

1
4
0
.9

2
1
.3

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.04.2.02.0001 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Layanan 
Data dan 

Pengaduan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Layanan Data dan 
Pengaduan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemberian layanan data dan 
pengaduan berupa untuk diusulkan 
masuk dalam data terpadu 
kesejahteraan sosial (DTKS) atau 

sebutan lainnya serta layanan 
untuk menerima dan 
menindaklanjuti informasi berupa 
pengaduan, keluhan, dan/atau 
pertanyaan yang disampaikan oleh 
masyarakat kepada dinas sosial 
dan/atau Pusat Kesejahteraan 
Sosial mengenai tidak terpenuhinya 
kebutuhan dasar 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Layanan 
Data dan Pengaduan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 4
 

1
.2

0
0
.0

0
0
 

4
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

  
  
  
 2

0
  

2
1
.2

0
0
.0

0
0
   

1.06.04.2.02.0013 - 
Sub Kegiatan 
Pemberian Layanan 
Rujukan 

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Layanan rujukan merupakan 
layanan yang diberikan kepada 
PPKS Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial yang membutuhkan layanan 
lebih lanjut antara lain 

keUPT/sentra terpadu rehabilitasi 
sosial, Lembaga Kesejahteraan 
Sosial atau lembaga lain yang 
sejenis termasuk layanan 
penelusuran dan/atau reunifikasi 
keluarga 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 2
 

4
.9

6
5
.0

0
0
 

2
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

2
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
 

2
4
.9

6
5
.0

0
0
   

1.06.04.2.02.0015 - 
Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 
bagi Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial 
bagi Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu 
Pelayanan Kesejateraan Sosial 
(PPKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar misalnya Pemberian Paket 
Sembako/Nutrisi/bantuan dalam 
rangka pemberdayaan serta 
bantuan lain sesuai kebutuhan 

penerima layanan 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi 
Rehabilitasi Sosial bagi 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejateraan Sosial 
(PPKS) Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

3 Orang 3
 

1
4
.7

5
6
.3

0
0
 

4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

4
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
 

2
0
 

9
4
.7

5
6
.3

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.05 - Program 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

                                    

Meningkatnya 
kecukupan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Persentase 
Penerima Manfaat 
yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasar 

Penerima manfaat yang terpenuhi 
kebutuhan dasar adalah keluarga 
yang menerima pemenuhan 
kebutuhan dasar yang diintervensi 
dalam bentuk pemberian Bantuan 
Sosial yang difasilitasi Dinas Sosial 
(termasuk PKH dan BPNT) 
  

Jumlah penerima 
manfaat yang terpenuhi 
kebutuhan dasar 
_______________ x 100% 
Populasi masyarakat 
miskin, fakir miskin 
dan kelompok rentan 
yang membutuhkan 
pemenuhan kebutuhan 
dasar cakupan daerah 
kabupaten/kota 

100 Persen 

1
0
0
 

1
5
.0

2
8
.9

5
0
.2

7
1
 

1
0
0
 

1
1
.6

6
5
.3

6
0
.5

0
1
 

1
0
0
 

1
4
.0

7
6
.4

2
8
.8

7
1
 

1
0
0
 

1
3
.9

8
6
.8

5
3
.2

7
8
 

1
0
0
 

1
1
.9

4
6
.0

0
4
.0

1
2
 

  
  
 1

0
0
  

6
6
.7

0
3
.5

9
6
.9

3
3
   

Persentase 
Penerima Manfaat 
yang Meningkat 

Kemandirian 
Ekonomi  

Penerima Manfaat yang meningkat 
kemandirian ekonomi adalah 
peserta pelatihan keterampilan 

dan/atau penerima bantuan 
pengembangan ekonomi yang 
memiliki rintisan usaha mandiri 
 
Populasi fakir miskin serta 
masyarakat miskin dan rentan 
cakupan daerah kabupaten/kota 
yang mendapatkan pemberdayaan 
sosial ekonomi adalah populasi 
peserta pelatihan keterampilan 
dan/atau penerima bantuan 
pengembangan ekonomi pada  
tahun n 

Jumlah penerima 
manfaat yang 
meningkat kemandirian 

ekonomi 
______________ x 100% 
Populasi fakir miskin 
serta masyarakat 
miskin dan rentan 
cakupan daerah 
kabupaten/kota yang 
mendapatkan 
pemberdayaan sosial 
ekonomi 

13,5 Persen 

3
0
,0

0
   

3
2
,5

   

3
5
,0

0
   

3
7
,5

   

4
0
   

3
5
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Persentase keluarga 
miskin dan rentan 
penerima 
perlindungan sosial 

yang tergraduasi 
dari kemiskinan 

Keluarga miskin dan rentan 
penerima perlindungan sosial yang 
tergraduasi dari kemiskinan adalah 
penerima program perlindungan 

sosial yang meliputi Rastrada, BPNT 
dan/atau PKH yang tergraduasi 
mandiri sesuai kriteria yang 
ditentukan dan/atau yang secara 
sukarela mengakhiri kepesertaan 
mereka dalam program tersebut 
karena kondisi ekonomi mereka 
sudah membaik dan tidak lagi 
membutuhkan bantuan sosial 

Akumulasi jumlah 
penerima manfaat yang 
tergraduasi mandiri 
dari kemiskinan sampai 

dengan tahun n 
_______________ x 100% 
Jumlah keluarga 
miskin dan rentan 
penerima perlindungan 
sosial  

0,12 Persen 

0
,6

5
   

1
,3

1
   

1
,9

6
   

2
,6

2
   

3
,2

7
   

3
,2

7
     

1.06.05.2.02 - 
Kegiatan 
Pengelolaan Data 
Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

                                    

Meningkatnya 
kesejahteraan 
keluarga miskin dan 
rentan 

Persentase keluarga 
miskin dan rentan 
yang menerima 
Bansos 

PPKS penerima Bansos adalah 
warga miskin dan rentan penerima 
manfaat Bansos kewenangan daerah 
sesuai penetapan hasil pendataan 
warga miskin dan rentan (termasuk 
PKH dan BPNT)  

Jumlah warga miskin 
dan rentan yang 
menerima Bansos  
_______________ x 100% 
Jumlah warga miskin 
dan rentan yang 
seharusnya menerima 
Bansos  

100 % 

1
0
0
 

1
5
.0

2
8
.9

5
0
.2

7
1
 

1
0
0
 

1
1
.6

6
5
.3

6
0
.5

0
1
 

1
0
0
 

1
4
.0

7
6
.4

2
8
.8

7
1
 

1
0
0
 

1
3
.9

8
6
.8

5
3
.2

7
8
 

1
0
0
 

1
1
.9

4
6
.0

0
4
.0

1
2
 

1
0
0
 

6
6
.7

0
3
.5

9
6
.9

3
3
   

Persentase keluarga 
miskin dan rentan 
yang meningkatkan 

keterampilannya 

PPKS yang meningkat 
keterampilannya adalah PPKS yang 
memperoleh pelatihan keterampilan 

dan/atau penerima bantuan 
pengembangan ekonomi 

Jml akumulasi peserta 
pelatihan sampai 
dengan tahun n 

_______________ x 100% 
Jml target peserta 
pelatihan pada akhir 
periode Renstra 

78 % 

2
0
   

4
0
   

6
0
   

8
0
   

1
0
0
   

1
0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Jumlah 
pemutahiran data 
fakir miskin dan 
kelompok rentan 

yang dilakukan 
selama satu tahun  

Pendataan fakir miskin dan 
kelompok rentan meliputi 
pendataan baru dan/atau 
pemutakhiran data warga miskin 

dan kelompok rentan yang 
diaplikasikan melalui sistem 
elektronik dengan hasil berupa 
penetapan peringkat kesejahteraan 
keluarga yang merupakan urutan 
tingkat kesejahteraan keluarga yang 
terdiri  dari kelompok  desil 1  
(satu) sampai dengan kelompok desil 
10 (sepuluh)  

Jumlah pemutahiran 
data fakir miskin dan 
kelompok rentan yang 
dilakukan selama satu 

tahun. Pemutakhiran 
dilakukan minimal 
setiap bulan sesuai SK 
pengesahan oleh 
pejabat berwenang 
daerah kabupaten/kota 
1 kali setiap bulan. 
walaupun update di 
aplikasi bisa dilakukan 
setiap hari. Pengesahan 
oleh daerah menjadi 
dasar dalam penetapan 
SK DTKS yang 
diterbitkan setiap bulan  

100 % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
     

1.06.05.2.02.0001 - 

Sub Kegiatan 
Pendataan Fakir 
Miskin Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir 

Miskin Cakupan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
yang didata 

Pendataan fakir miskin meliputi 

pendataan baru dan/atau 
pemutakhiran data warga miskin 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Didata pada tahun 
berjalan 

3935  Orang 

2
.0

0
0
 

  
7
9
.9

9
0
.0

0
0
  

2
.0

0
0
 

  
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2
.0

0
0
 

  
8
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2
.0

0
0
 

  
8
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2
.0

0
0
 

  
5
0
.0

0
0
.0

0
0
  

1
0
.0

0
0
 

3
3
9
.9

9
0
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.05.2.02.0004 - 
Sub Kegiatan 
Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan 

Ekonomi 
Masyarakat 

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Bantuan 
Pengembangan 

Ekonomi 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi bantuan pengembangan 
ekonomi masyarakat meliputi :  
- pelatihan keterampilan  
- bantuan pengembangan ekonomi  

 
Peserta pelatihan adalah warga Kota 
Blitar dan berdomisili di Kota Blitar 
yang  terdaftar  pada  DTSEN desil 
1-5,  usia produktif, serta belum 
pernah mengikuti pelatihan sejenis 
 
Bantuan pengembangan usaha 
diberikan kepada warga Kota Blitar 
dan berdomisili di Kota Blitar yang 
terdaftar pada DTSEN desil 1-5,  
memiliki embrio usaha serta belum 
pernah menerima bantuan sejenis 

Jumlah Orang 
Mendapatkan Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

103 Orang 

8
0
 

4
7
9
.8

4
9
.5

4
9
 

8
0
 

4
7
9
.9

4
9
.5

4
9
 

8
0
 

4
7
9
.9

4
9
.5

4
9
 

8
0
 

4
7
9
.9

4
9
.5

4
9
 

8
0
 

4
7
9
.9

4
9
.5

4
9
 

4
0
0
 

2
.3

9
9
.6

4
7
.7

4
5
   

1.06.05.2.02.0006 - 

Sub Kegiatan 
Fasilitasi Bantuan 
Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Penerima 

Manfaat (PM) yang 
Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 
adalah fasilitasi bantuan sosial  
kewenangan Kab/Kota baik berupa 
uang/barang melalui sistem 
tunai/non tunai  
 
Penerima manfaat adalah warga 
miskin dan rentan sesuai penetapan 
hasil pendataan warga miskin dan 
rentan diluar penerima manfaat 
BPNT/PKH/bantuan sejenis dari 
pusat/provinsi dan/atau warga Kota 
Blitar lainnya  sesuai ketentuan 
yang berlaku  

Jumlah Penerima 

Manfaat (PM) yang 
Mendapatkan Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

9.514 Orang 

7
.7

5
1
 

1
4
.4

6
9
.1

0
0
.7

2
2
  

5
.3

1
6
 

1
1
.1

3
5
.4

0
0
.9

5
2
  

5
.3

1
6
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

1
3
.5

1
6
.4

6
9
.3

2
2
  

5
.3

1
6
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

1
3
.4

2
6
.8

9
3
.7

2
9
  

5
.3

1
6
 

1
1
.4

1
6
.0

4
4
.4

6
3
  

2
9
.0

1
5
 

6
3
.9

6
3
.9

0
9
.1

8
8
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.05.2.02.0009 - 
Sub Kegiatan 
Fasilitasi Bantuan 
Jaminan Sosial bagi 

Pekerja Rentan 
Miskin 

Jumlah Pekerja 
Rentan Miskin yang 
Mendapatkan 
Bantuan  Jaminan 

Sosial 
Ketenagakerjaan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pekerja rentan miskin terdiri dari 
marbot, OJOL, pengirit sampah, 
Sekretaris RT/RW, Bendahara RT 
RW dan pekerja rentan miskin 

lainnya sesuai dengan ketentuan 

Jumlah Pekerja Rentan 
Miskin yang 
Mendapatkan Bantuan  
Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 1
 

1
0
.0

0
0
 

1
 

1
0
.0

0
0
 

1
 

1
0
.0

0
0
 

1
 

1
0
.0

0
0
 

1
 

1
0
.0

0
0
 

5
 

5
0
.0

0
0
   

1.06.06 - Program 
Penanganan 
Bencana 

                                    

Meningkatnya 
cakupan 
perlindungan sosial 
korban bencana 

Persentase Korban 
Bencana Alam, 
Sosial dan/atau 
Non Alam yang 
Terpenuhi 
Kebutuhan Dasar 

Pada Saat dan 
Setelah Tanggap 
Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan dasar pada 
saat dan setelah tanggap darurat 
bencana sesuai kewenangan Dinas 
Sosial meliputi permakanan, 
kebutuhan pakaian dan 
kelengkapan lainnya, penanganan 

khusus bagi kelompok rentan 
korban bencana, dukungan 
psikososial dan tempat pengungsian 
sesuai standar 
 
Korban bencana alam, sosial dan 
non alam yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya adalah korban bencana 
alam, sosial dan non alam skala 
kab/kota yang mendapatkan 
layanan sosial sesuai kebutuhan 
(berdasarkan hasil asesment Dinas 
Sosial) 

jumlah korban bencana 
alam, sosial dan non 
alam kabupaten/kota 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 
_______________ x 100% 

populasi korban 
bencana alam, sosial 
dan non alam yang 
membutuhkan 
perlindungan dan 
jaminan sosial pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana 
kabupaten/kota 

100 % 

1
0
0
 

2
0
5
.6

1
5
.8

7
0
 

1
0
0
 

2
2
3
.5

1
2
.2

7
0
 

1
0
0
 

2
2
8
.5

1
2
.2

7
0
 

1
0
0
 

2
2
8
.5

1
2
.2

7
0
 

1
0
0
 

2
2
3
.5

1
2
.2

7
0
 

1
0
0
 

1
.1

0
9
.6

6
4
.9

5
0
   

1.06.06.2.01 - 
Kegiatan 
Perlindungan Sosial 

Korban Bencana 
Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Terpenuhinya 
perlindungan sosial 
korban bencana 

Persentase korban 
bencana alam, 
sosial dan/atau non 
alam yang 

mendapatkan 
layanan 
perlindungan sosial  

Korban bencana alam, sosial 
dan/atau non sosial yang 
mendapatkan layanan perlindungan 
sosial adalah korban bencana yang 

mendapatkan minimal satu jenis 
layanan antara lain penyediaan 
makanan, penyediaan sandang, 
penanganan khusus kelompok 
rentan dan layanan dukungan 
psikososial 

Jumlah Korban 
Bencana Alam, Sosial 
dan/atau Non Alam 
yang mendapatkan 

layanan perlindungan 
dan jaminan sosial 
_______________ x 100% 
Populasi Korban 
Bencana Alam, Sosial 
dan/atau Non Alam 

100 % 

1
0
0
 

5
2
.5

7
3
.7

7
0
 

1
0
0
 

5
5
.5

7
3
.7

7
0
 

1
0
0
 

5
5
.5

7
3
.7

7
0
 

1
0
0
 

5
5
.5

7
3
.7

7
0
 

1
0
0
 

5
5
.5

7
3
.7

7
0
 

1
0
0
 

2
7
4
.8

6
8
.8

5
0
   

1.06.06.2.01.0001 - 
Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Makanan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1 
Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat 
(Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan permakanan berupa 
bantuan Sembako bagi korban 
bencana alam, sosial dan/atau non 
sosial kewenangan Kab/Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap 
Darurat Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

13 Orang 

3
0
 

3
4
.5

7
3
.7

7
0
 

3
0
 

3
4
.5

7
3
.7

7
0
 

3
0
 

3
4
.5

7
3
.7

7
0
 

3
0
 

3
4
.5

7
3
.7

7
0
 

3
0
 

3
4
.5

7
3
.7

7
0
 

1
5
0
 

1
7
2
.8

6
8
.8

5
0
   

1.06.06.2.01.0002 - 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Sandang 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 
Pakaian dan 
Kelengkapan 
Lainnya yang 
Tersedia pada Masa 
Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan 
Pasca Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan Pakaian dan 

Kelengkapan Lainnya kepada 
korban bencana alam, sosial 
dan/atau non alam pada Masa 
Tanggap Darurat dan Pasca 
Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pakaian 
dan Kelengkapan 
Lainnya yang Tersedia 
pada Masa Tanggap 
Darurat dan Pasca 
Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

1
5
0
 

4
5
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.06.2.01.0004 - 
Sub Kegiatan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok 
Rentan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penanganan Khusus bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan 
Kabupaten/Kota diberikan kepada 
korban bencana alam, sosial 
dan/atau non alam berupa bantuan 
khusus antara lain bahan 

makanan/minuman dan family kit 
dan kebutuhan dasar lainnya 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 
Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 

tahun berjalan 

0 Orang 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

9
.0

0
0
.0

0
0
 

1
5
0
 

4
5
.0

0
0
.0

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.06.2.01.0005 - 
Sub Kegiatan 
Pelayanan 
Dukungan 

Psikososial 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Layanan Dukungan 

Psikososial 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan Dukungan Psikososial 
bagi Korban Bencana alam, sosial 
dan/atau non alam Kewenangan 
Kabupaten/Kota berupa 

dukungan/pendampingan untuk 
membantu mengatasi dampak 
psikologis dan sosial akibat 
peristiwa traumatis dengan fokus 
pada pemulihan emosional, 
kepercayaan diri dan penguatan 
hubungan sosial   

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan Layanan 
Dukungan Psikososial 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

0 Orang 0
 

0
 

3
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

3
0
 

3
.0

0
0
.0

0
0
 

1
2
0
 

1
2
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.06.2.02 - 
Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Terhadap 
Kesiapsiagaan 
Bencana 
Kabupaten/Kota  

                                    

Terlaksananya 
pemberdayaan 
masyarakat 
terhadap 
kesiapsiagaan 
bencana 

Persentase 
masyarakat yang 
meningkat 
kesiapsiagaannya 
dalam menghadapi 
bencana  

Masyarakat yang meningkat 
kesiapsiagaannya dalam 
menghadapi bencana adalah 
seseorang yang mendapatkan 
sosialisasi/edukasi kesiapsiagaan 
bencana yang dilaksanakan Dinas 
Sosial 

Akumulasi jumlah 
peserta sosialisasi/ 
edukasi kesiapsiagaan 
bencana sampai  
dengan tahun n 
______________ x 100% 
Jumlah penduduk   

0,14 % 

0
,1

4
 

1
5
3
.0

4
2
.1

0
0
 

0
,4

1
 

1
6
7
.9

3
8
.5

0
0
 

0
,5

5
 

1
7
2
.9

3
8
.5

0
0
 

0
,8

2
 

1
7
2
.9

3
8
.5

0
0
 

1
,0

7
 

1
6
7
.9

3
8
.5

0
0
 

1
,0

7
 

8
3
4
.7

9
6
.1

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

  Persentase pekerja 
sosial, tenaga 
kesejahteraan 
sosial, dan/atau 

relawan sosial yang 
melaksanakan 
penanganan korban 
bencana 
kabupaten/kota 
pada masa tanggap 
darurat dan pasca 
bencana sesuai 
standar 

Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan 
sosial, dan/atau relawan sosial yang 
melaksanakan penanganan korban 
bencana kabupaten/kota pada masa 

tanggap darurat dan pasca bencana 
sesuai standar adalah Tagana yang 
melaksanakan layanan 
perlindungan sosial bagi korban 
bencana sesuai SOP  

Jumlah pekerja sosial 
professional, tenaga 
kesejahteraan sosial, 
dan/atau relawan 

sosial yang 
melaksanakan 
penanganan korban 
bencana 
kabupaten/kota pada 
masa tanggap darurat 
dan pasca bencana 
sesuai standar 
______________ x 100% 
Jumlah pekerja sosial 
professional, tenaga 
kesejahteraan sosial, 
dan/atau relawan 
sosial yang 
melaksanakan 

penanganan korban 
bencana 
kabupaten/kota pada 
masa tanggap darurat 
dan pasca bencana 

100 % 

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
   

1
0
0
     

1.06.06.2.02.0002 - 
Sub Kegiatan 
Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana 

Jumlah Orang yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 
meliputi pembinaan dan rapat 
koordinasi internal dan eksternal 

Jumlah Orang yang 
Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota pada 
tahun berjalan 

27 Orang 

2
7
 

1
3
9
.2

3
1
.9

0
0
 

2
7
 

1
3
4
.2

3
1
.9

0
0
 

2
7
 

1
3
9
.2

3
1
.9

0
0
 

2
7
 

1
3
9
.2

3
1
.9

0
0
 

2
7
 

1
3
4
.2

3
1
.9

0
0
 

1
3
5
 

6
8
6
.1

5
9
.5

0
0
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

1.06.06.2.02.0006 - 
Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Kompetensi Taruna 

Siaga Bencana 
(Tagana) Dalam 
Penanganan 
Bencana  

Jumlah Tagana 
yang Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi 

Peningkatan kompetensi Tagana 
dilaksanakan melalui Bimtek atau 
kegiatan lain yang sejenis baik yang 
diselenggarakan oleh Dinas Sosial 

maupun instansi/lembaga terkait 

Jumlah Tagana yang 
Mendapatkan 
Peningkatan 
Kompetensi pada tahun 

berjalan 

27 Orang 

2
7
 

4
.9

2
3
.8

0
0
 

2
7
 

4
.9

2
3
.8

0
0
 

2
7
 

4
.9

2
3
.8

0
0
 

2
7
 

4
.9

2
3
.8

0
0
 

2
7
 

4
.9

2
3
.8

0
0
 

1
3
5
 

2
4
.6

1
9
.0

0
0
   

1.06.06.2.02.0008 - 
Sub Kegiatan 
Sosialisasi dan 
Edukasi  
penanggulangan 
Bencana pada Anak 
Usia Sekolah 

Jumlah Anak Usia 
Sekolah yang 
Mendapatkan 
Edukasi  
penanggulangan 
Bencana pada 
lokasi rawan 
bencana  

Sosialisasi dan Edukasi  
penanggulangan Bencana pada 
Anak Usia Sekolah adalah 
sosialisasi tanggap darurat bencana 
pada pelajar TK s.d. SMA 

Jumlah Anak Usia 
Sekolah yang 
Mendapatkan Edukasi  
penanggulangan 
Bencana pada lokasi 
rawan bencana pada 
tahun berjalan 

225 Orang 

2
2
5
 

8
.8

8
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

8
.8

8
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

8
.8

8
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

8
.8

8
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

8
.8

8
6
.4

0
0
 

1
.1

2
5
 

4
4
.4

3
2
.0

0
0
   

1.06.06.2.02.0011 - 
Sub Kegiatan 
Penyuluhan sosial 

untuk sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi, dan 
edukasi (KIE) 
kepada masyarakat 
terkait 
penanggulangan 
bencana pada 
masyarakat di 
lokasi rawan 
bencana  

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
penyuluhan sosial 

berupa sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi, dan 
edukasi (KIE) terkait 
penanggulangan 
bencana pada 
masyarakat di 
lokasi rawan 
bencana 

Masyarakat yang mendapatkan 
penyuluhan sosial berupa 
sosialisasi, komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE) terkait 
penanggulangan bencana adalah 
penduduk Kota Blitar yang 
mendapatkan penyuluhan sosial 
berupa sosialisasi, komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE) terkait 
penanggulangan bencana yang 
dilaksanakan Dinas Sosial 

Jumlah Orang yang 
mendapatkan 
penyuluhan sosial 

berupa sosialisasi, 
komunikasi, informasi, 
dan edukasi (KIE) 
terkait penanggulangan 
bencana pada 
masyarakat di lokasi 
rawan bencana pada 
tahun berjalan 

0 Orang 0
 

0
 

2
2
5
 

1
9
.8

9
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

1
9
.8

9
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

1
9
.8

9
6
.4

0
0
 

2
2
5
 

1
9
.8

9
6
.4

0
0
 

9
0
0
 

7
9
.5

8
5
.6

0
0
   

1.06.07 - PROGRAM 
PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN  
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Bidang 
Urusan/Program/ 

Outcome/ 
Kegiatan/ 

Sub 
Kegiatan/Output 

Indikator 
Outcome/Output 

Definisi Operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline  

2024 
Satuan 

Target dan Pagu Indikatif Tahun 

Ket 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun  
2029 

Tahun 
2030 

Akhir 
Periode 
Renstra 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

T
a
rg

e
t 

P
a
g
u

 

Meningkatnya tata 
kelola Taman 
Makam Pahlawan 

Persentase TMP 
Nasional yang 
terkelola dengan 
baik 

TMP Nasional adalah Taman Makam 
Pahlawan Raden Wijaya 

Jumlah TMP yang 
dikelola  
dengan baik 
______________ x 100% 

Jumlah TMP 

100 % 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

1
7
5
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.07.2.01 - 
Kegiatan 
Pemeliharaan 
Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota  

                                    

Terpenuhinya 
pemeliharaan 
Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

Persentase TMP 
yang terpelihara 

TMP yang terpelihara adalah TMP 
yang dilakukan pemeliharaan dan 
perawatan secara rutin baik nisan, 
lingkungan serta pemenuhan 
kebutuhan fasilitas pendukung 
lainnya antara lain bahan dan 

peralatan kebersihan TMP sehingga 
terlihat bersih, rapi dan indah  

Jumlah TMP yang 
dipelihara 
____________ x 100% 
Jumlah TMP 

100 % 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
0
  

1
7
5
.0

0
0
.0

0
0
   

1.06.07.2.01.0002 - 
Sub Kegiatan 
Pemeliharaan 
Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Makam 
yang Terpenuhi 
Pemeliharannya 
pada Taman Makam 
Pahlawan 
Kabupaten/Kota 

Makam yang Terpenuhi 
Pemeliharannya pada Taman 
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 
adalah keseluruhan makam yang 
berada di area TMP Raden Wijaya 

Jumlah Makam yang 
Terpenuhi 
Pemeliharannya pada 
Taman Makam 
Pahlawan 
Kabupaten/Kota 

981 Makam 

9
8
7
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

9
8
9
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

9
9
1
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

9
9
3
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

9
9
5
 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
 

9
9
5
  

1
7
5
.0

0
0
.0

0
0
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Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, 
perangkat daerah menetapkan program prioritas sebagai bentuk fokus 
intervensi kebijakan. Penetapan program-program yang dipilih juga 
diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama 
perangkat daerah serta selaras dengan program prioritas. Prioritas 
program dimaksudkan agar sumber daya pembangunan dapat 
digunakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak 
yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka 
menengah daerah. 
Selanjutnya, daftar program prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan 
pembangunan  dalam  periode  Renstra ini ditampilkan pada tabel 
berikut : 
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Tabel 4.3 
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

 

No Program Prioritas Outcome/Output Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keterangan 

1 Meningkatkan 
Bantuan Sosial bagi 
Lansia, 
penyandang 
disabilitas, dan 
keluarga tidak 
mampu 

Meningkatnya cakupan rehabilitasi 
sosial 

Program Rehabilitasi Sosial   

  Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis di Luar Panti Sosial 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

  

    Terpenuhinya Kebutuhan 
Permakanan Per Orang Sesuai 
dengan Standar Gizi Minimal 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan   

    Tersedianya Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya dalam 1 
Tahun Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang   

    Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu dan Alat 
Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu   

    Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga 
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No Program Prioritas Outcome/Output Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keterangan 

    Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 
dan Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual, dan Sosial 

  

    Terpenuhinya Orang yang 

Mendapatkan Kebutuhan 
Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan   

    Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 
melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial 

  

    Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar Panti Sosial 

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 

  

    Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 

melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial 
bagi Pemerlu Pelayanan 
Kesejateraan Sosial (PPKS) 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 

melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu 
Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) 

  

2 
  
  

Optimalisasi 
bantuan beras 
kesejahteraan 
daerah (Rastrada) 

dengan bantuan 
lauk-pauk 
bagi keluarga tidak 
mampu 
  
  

Meningkatnya kecukupan 
Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   

Meningkatnya kesejahteraan 
keluarga miskin dan rentan 

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

Terpenuhinya Penerima Manfaat 
(PM) yang Mendapatkan Bantuan 
Sosial Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 
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4.2  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan 

akuntabilitas kinerja, perangkat daerah menetapkan Indikator Kinerja 
Utama (IKU). IKU merupakan tolok ukur utama yang secara langsung 
menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang 
diberikan. 
Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 
tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan daerah, serta 
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. IKU dipilih secara selektif agar 
mampu mencerminkan kinerja strategis, berorientasi hasil (outcome), 
serta relevan dengan isu-isu prioritas pembangunan yang dihadapi. 

Dengan adanya IKU, perangkat daerah memiliki instrumen 
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang jelas terhadap 
pencapaian sasaran strategis. IKU juga menjadi dasar dalam 
penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta bahan evaluasi 
pembangunan daerah. 

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 
disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 

 
  

No Indikator Definisi operasional Formulasi Perhitungan 
Baseline 

2024 
Satuan 

Target Tahun 

KET 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Akhir 

Periode 
Renstra 

1 Persentase 

PPKS yang 
meningkat 

kemampuan 
fungsi 
sosialnya  

PPKS yang meningkat 

kemampuan fungsi 
sosialnya adalah PPKS 

penerima layanan yang 
mampu mengurus diri 
sendiri/bersosialisasi 

dengan lingkungan/ 
meningkat potensi 

diri/meningkat 
kemampuan 
beraktivitas fisik/ 

meningkat kemampuan 
ekonominya 
 

PPKS adalah PPKS 
sesuai Permensos 

nomor 8 tahun 2012 
tentang Pedoman 
Pendataan dan 

Pengelolaan Data 
PMKS dan PSKS, 
(diluar ODHA dan 

korban 
penyalahgunaan 

Napza) 

Jumlah PPKS penerima 

layanan yang 
meningkat fungsi 

sosialnya 
_______________ x 100% 
Jumlah PPKS  

89,71 Persen 90,21* 90,81 91,50 92,20 92,90 93,60 93,60   
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Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah 
baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-
masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Indikator 
Kinerja Kunci Kabupaten/kota urusan pemerintahan wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial disajikan pada tabel 
berikut : 
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Tabel 4.5 
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial 

 

No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

1 Persentase 
penyandang disabilitas 

terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 

Penyandang Disabilitas Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti adalah 

penyandang disabilitas terlantar 
yang mendapat layanan rehabilitasi 

sosial dasar sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil 
asesment Dinas Sosial 

 

Penyandang  disabilitasi terlantar 
adalah  penyandang  disabilitas 

yang : 
a. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 

terawat dan tidak terurus 
b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat yang 

mengurus 

Jumlah penyandang disabilitas 
terlantar di luar panti yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

_____________________  x 100% 
Populasi penyandang disabilitas 

terlantar di daerah 

kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi 

sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

2 Persentase anak 

terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Anak Terlantar yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 
adalah anak terlantar yang 

mendapat layanan rehabilitasi sosial 

dasar sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan hasil asesment Dinas 

Sosial 

 
Anak Terlantar adalah anak yang : 

a. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 

b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat yang 
mengurus 

Jumlah anak terlantar di luar 

panti yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

____________________ x 100% 

Populasi anak terlantar di 
daerah kabupaten/kota yang 

membutuhkan rehabilitasi 

sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

3 Persentase lanjut usia 
terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Lanjut Usia Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti adalah Lanjut Usia 

terlantar yang mendapat layanan 
rehabilitasi sosial sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil 

asesment Dinas Sosial 
 

Lanjut Usia terlantar adalah lanjut 
usia yang : 

a. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 

b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat yang 
mengurus 

Jumlah lanjut usia terlantar di 
luar panti yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

_____________________ x 100% 
Populasi lanjut usia terlantar di 

daerah kabupaten/kota yang 

membutuhkan rehabilitasi 
sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

4 Persentase 

gelandangan pengemis 
yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

di luar panti 

Penyandang Gelandangan dan 

Pengemis yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 

adalah gelandangan dan pengemis 

yang mendapat layanan rehabilitasi 
sosial sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan hasil asesment Dinas 

Sosial 
 

Kriteria Gepeng : 

a. Perseorangan atau kepala 
keluarga usia 19 tahun sampai 

dengan 60 tahun 

b. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 

terawat dan tidak terurus 
c. Tidak memiliki tempat tinggal 

tetap 

d. Masih ada perseorangan, 
keluarga dan/atau masyarakat yang 

peduli 

Jumlah gelandangan pengemis 

di luar panti yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

___________________ x 100% 

Populasi gelandangan pengemis 
di daerah kabupaten/kota yang 

membutuhkan rehabilitasi 

sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

5 Persentase Pekerja 

sosial, tenaga 
kesejahteraan sosial, 

dan/atau relawan 

sosial yang 
melaksanakan 

pelayanan sosial di 

luar panti sesuai 
standar  

Pekerja Sosial/Tenaga 

Kesejahteraan Sosial dan/atau 
relawan sosial yang melaksanakan 

pelayanan sosial di luar panti sesuai 

standar adalah PSKS yang 
melakukan pelayanan sosial bagi 

PPKS di luar panti sesuai SOP 

 
Pekerja Sosial/Tenaga 

Kesejahteraan Sosial dan atau 

relawan sosial meliputi pekerja 
sosial fungsional/penyuluh sosial 

fungsional, Pendamping Rehabilitasi 

Sosial, Lembaga Kesejahteraan 
Sosial 

Jumlah pekerja sosial, tenaga 

kesejahteraan sosial, dan/atau 
relawan sosial yang 

melaksanakan pelayanan sosial 

di luar panti sesuai standar 
______________________ x 100% 

Jumlah pekerja sosial, tenaga 

kesejahteraan sosial, dan/atau 
relawan sosial yang 

melaksanakan pelayanan sosial 

di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

6 Persentase korban 
bencana alam, sosial 

dan non alam yang 

terpenuhi kebutuhan 
dasar pada saat dan 

setelah tanggap 

darurat bencana 
kabupaten/kota 

Pemenuhan kebutuhan dasar pada 
saat dan setelah tanggap darurat 

bencana sesuai kewenangan Dinas 

Sosial meliputi permakanan, 
kebutuhan pakaian dan 

kelengkapan lainnya, penanganan 

khusus bagi kelompok rentan 
korban bencana, dukungan 

psikososial dan tempat pengungsian 
sesuai standar 

 

Korban bencana alam, sosial dan 
non alam yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya adalah korban bencana 

alam, sosial dan non alam skala 
kab/kota yang mendapatkan 

layanan sosial sesuai kebutuhan 

(berdasarkan hasil asesment Dinas 
Sosial) 

Jumlah korban bencana alam, 
sosial dan non alam 

kabupaten/kota yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 
______________________ x 100% 

Populasi korban bencana alam, 

sosial dan non alam yang 
membutuhkan perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat 
dan setelah tanggap darurat 

bencana kabupaten/kota 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

7 Persentase pekerja 

sosial, tenaga 
kesejahteraan sosial, 

dan/atau relawan 

sosial yang 
melaksanakan 

penanganan korban 

bencana 
kabupaten/kota pada 

masa tanggap darurat 

dan pasca bencana 
sesuai standar 

Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan 

sosial, dan/atau relawan sosial yang 
melaksanakan penanganan korban 

bencana kabupaten/kota pada masa 

tanggap darurat dan pasca bencana 
sesuai standar adalah yang 

melaksanakan layanan 

perlindungan sosial bagi korban 
bencana sesuai SOP  

Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan 

sosial, dan/atau relawan sosial 
dalam hal ini adalah Tagana 

Jumlah pekerja sosial 

professional, tenaga 
kesejahteraan sosial, dan/atau 

relawan sosial yang 

melaksanakan penanganan 
korban bencana 

kabupaten/kota pada masa 

tanggap darurat dan pasca 
bencana sesuai standar 

_____________________ x 100% 

Jumlah pekerja sosial 
professional, tenaga 

kesejahteraan sosial, dan/atau 

relawan sosial yang 
melaksanakan penanganan 

korban bencana 
kabupaten/kota pada masa 

tanggap darurat dan pasca 

bencana 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   



- 1112 - 
 

 

 

No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

8 Persentase Pemerlu 

Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) lainnya di luar 

HIV/AIDS dan NAPZA 
yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

di luar panti 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) lainnya di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti adalah PPKS lainnya di 
luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 

mendapat layanan rehabilitasi sosial 

sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan hasil asesment Dinas 

Sosial 

 
PPKS lainnya adalah PPKS sesuai 

Permensos 8/2012 tentang Pedoman 

Pendataan dan Pengelolaan PMKS 
dan PSKS, diluar ODHA, korban 

penyalahgunaan Napza, fakir 
miskin, korban bencana alam dan 

korban bencana sosial, penyandang 

disabilitas terlantar, Lansia 
terlantar, Gepeng dan PPKS cluster 

anak 

Jumlah pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial (PPKS) 
lainnya di luar HIV/AIDS dan 

NAPZA di luar panti yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya  
____________________ x 100% 

Populasi pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial (PPKS) 
lainnya di luar HIV/AIDS dan 

NAPZA di daerah 

kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi 

sosial dasar di luar panti 

% 0 4,88 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 73,17   

9 Persentase Potensi dan 
Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

perorangan sosial yang 
melaksanakan 

pelayanan sosial 

sesuai standar 

Persentase Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan sosial (PSKS) 

perorangan  yang melaksanakan 

pelayanan sosial sesuai standar 
adalah yang melaksanakan 

pelayanan sosial sesuai SOP 

 
Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial perorangan meliputi TKSK, 
PSM, Pendamping PKH, Karang 

Taruna 

Jumlah potensi sumber 
kesejahteraan sosial perorangan 

yang melaksanakan pelayanan 

sosial sesuai standar 
_____________________ x 100% 

Populasi potensi sumber 

kesejahteraan sosial perorangan 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

10 Pesentase Penerima 

manfaat yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasar 

Penerima manfaat yang terpenuhi 

kebutuhan dasar adalah keluarga 
yang menerima pemenuhan 

kebutuhan dasar yang diintervensi 

dalam bentuk pemberian Bantuan 
Sosial yang difasilitasi Dinas Sosial 

(termasuk PKH dan BPNT) 

Jumlah penerima manfaat yang 

terpenuhi kebutuhan dasar 
___________________ x 100% 

Populasi masyarakat miskin, 

fakir miskin dan kelompok 
rentan yang membutuhkan 

pemenuhan kebutuhan dasar 

cakupan daerah 
kabupaten/kota 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

11 Pesentase Penerima 
manfaat yang 

meningkat 

kemandirian ekonomi 

Penerima manfaat yang meningkat 
kemandirian ekonomi adalah 

peserta pelatihan keterampilan 

dan/atau penerima bantuan 
pengembangan ekonomi yang 

memiliki rintisan usaha mandiri 

 
Populasi fakir miskin serta 

masyarakat miskin dan rentan 
cakupan daerah kabupaten/kota 

yang mendapatkan pemberdayaan 

sosial ekonomi adalah populasi 
peserta pelatihan keterampilan 

dan/atau penerima bantuan 

pengembangan ekonomi pada tahun 
n 

Jumlah penerima manfaat yang 
meningkat kemandirian 

ekonomi 

___________________ x 100% 
Populasi fakir miskin serta 

masyarakat miskin dan rentan 

cakupan daerah 
kabupaten/kota yang 

mendapatkan pemberdayaan 
sosial ekonomi 

% 13,25 14,5 30,00 32,5 35 37,5 40 35   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

12 Jumlah pemutahiran 

data fakir miskin dan 
kelompok rentan yang 

dilakukan selama satu 

tahun  

Pendataan fakir miskin dan 

kelompok rentan meliputi pendataan 
baru dan/atau pemutakhiran data 

warga miskin yang diaplikasikan 

melalui sistem elektronik dengan 
hasil berupa penetapan peringkat 

kesejahteraan keluarga yang 

merupakan urutan tingkat 
kesejahteraan keluarga yang terdiri  

dari kelompok  desil 1  

(satu) sampai dengan kelompok desil 
10 (sepuluh)  

Jumlah pemutahiran data fakir 

miskin dan kelompok rentan 
yang dilakukan selama satu 

tahun.  

Pemutakhiran dilakukan 
minimal setiap bulan sesuai SK 

pengesahan oleh pejabat 

berwenang daerah 
kabupaten/kota 1 kali setiap 

bulan. walaupun update di 

aplikasi bisa dilakukan setiap 
hari. Pengesahan oleh daerah 

menjadi dasar dalam penetapan 

SK DTKS yang diterbitkan 
setiap bulan  

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

13 Persentase sarana 

prasarana bagi korban 
bencana 

kabupaten/kota yang 

disediakan sesuai 
standar 

Sarana prasarana bagi korban 

bencana kabupaten/kota yang 
disediakan sesuai standar meliputi 

mobil Dapur Umum Lapangan 

berserta perlengkapannya, 
kendaraan operasional roda 2 dan 

roda 4, tenda dapur umum dan alat 

komunikasi (HT) dalam kondisi baik 
serta layak dioperasionalkan untuk 

layanan korban bencana 

Jumlah sarana prasarana  

bagi korban bencna yang  
sesuai standar 

______________________ x 100% 

Jumlah sarana prasarana  
bagi korban bencana 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 

Renstra 

14 Persentase sarana 

prasarana yang 
disediakan sesuai 

standar untuk 

pelayanan sosial di 
luar panti 

Sarana prasarana yang disediakan 

sesuai standar untuk pelayanan 
sosial di luar panti meliputi shelter 

beserta sarana prasarana, 

kendaraan operasional TRC roda 2 
dan roda 4 dalam kondisi baik serta 

layak dioperasionalkan untuk 

layanan sosial di luar panti 

Jumlah sarana prasarana  

yang disediakan untuk  
pelayanan sosial penyandang 

disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar,  
dan gelandangan pengemis  

di luar panti sesuai standar 

________________________ x 100% 
Jumlah sarana prasarana  

untuk pelayanan sosial  

di luar panti yang disediakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 100  
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Urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib 
pelayanan dasar sehingga Dinas Sosial berkewajiban melaksanakan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar 
bidang sosial terdiri dari : 
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar 

panti; 
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti; 
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di luar panti; 
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 telah 

ditetapkan sasaran dan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal 
bidang sosial kabupaten/kota sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial 
 

No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Akhir 

Periode 

Renstra 

1 Persentase 

penyandang disabilitas 

terlantar yang 
terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Penyandang Disabilitas Terlantar 

yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti adalah 
penyandang disabilitas terlantar 

yang mendapat layanan 
rehabilitasi sosial dasar sesuai 

dengan kebutuhan berdasarkan 

hasil asesment Dinas Sosial 
 

Penyandang disabilitasi terlantar 

adalah penyandang disabilitas 
yang : 

a. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 

b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat 
yang mengurus 

Jumlah penyandang 

disabilitas terlantar di luar 

panti yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

_____________________  x 100% 
populasi penyandang 

disabilitas terlantar di daerah 

kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi 

sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

2 Persentase anak 
terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Anak Terlantar yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 

adalah anak terlantar yang 

mendapat layanan rehabilitasi 
sosial dasar sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil 

asesment Dinas Sosial 
 

Anak Terlantar adalah anak yang : 

a. Tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya, tidak terpelihara, tidak 

terawat dan tidak terurus 
b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat 

yang mengurus 

Jumlah anak terlantar di luar 
panti yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

____________________ x 100% 
Populasi anak terlantar di 

daerah kabupaten/kota yang 

membutuhkan rehabilitasi 
sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

3 Persentase lanjut usia 
terlantar yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti 

Lanjut Usia Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti adalah Lanjut Usia 

terlantar yang mendapat layanan 
rehabilitasi sosial sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil 

asesment Dinas Sosial 
 

Lanjut Usia terlantar adalah lanjut 
usia yang : 

a. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 

b. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat 
yang mengurus 

Jumlah lanjut usia terlantar 
di luar panti yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

_____________________ x 100% 
Populasi lanjut usia terlantar 

di daerah kabupaten/kota 

yang membutuhkan 
rehabilitasi sosial dasar di 

luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   

4 Persentase 
gelandangan pengemis 

yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 
di luar panti 

Penyandang Gelandangan dan 
Pengemis yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 

adalah gelandangan dan pengemis 
yang mendapat layanan 

rehabilitasi sosial sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan hasil 
asesment Dinas Sosial 

 
Kriteria Gepeng : 

a. Perseorangan atau kepala 

keluarga usia 19 tahun sampai 
dengan 60 tahun 

b. Tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya, tidak terpelihara, tidak 
terawat dan tidak terurus 

c. Tidak memiliki tempat tinggal 

tetap 
d. Masih ada perseorangan, 

keluarga dan/atau masyarakat 

yang peduli 

Jumlah gelandangan 
pengemis di luar panti yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya 
______________ x 100% 

Populasi gelandangan 

pengemis di daerah 
kabupaten/kota yang 

membutuhkan rehabilitasi 
sosial dasar di luar panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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No Indikator Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Satuan 
Baseline 

2024 

Target Tahun 

Ket 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Akhir 

Periode 
Renstra 

5 Persentase Korban 
Bencana Alam dan 

Sosial yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasar 
Pada Saat dan Setelah 

Tanggap Darurat 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan kebutuhan dasar pada 
saat dan setelah tanggap darurat 

bencana sesuai kewenangan Dinas 

Sosial meliputi permakanan, 
kebutuhan pakaian dan 

kelengkapan lainnya, penanganan 

khusus bagi kelompok rentan 
korban bencana, dukungan 

psikososial dan tempat 
pengungsian sesuai standar 

 

Korban bencana alam, sosial dan 
non alam yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya adalah 

korban bencana alam, sosial dan 
non alam skala kab/kota yang 

mendapatkan layanan sosial 

sesuai kebutuhan (berdasarkan 
hasil asesment Dinas Sosial) 

Jumlah korban bencana alam 
dan sosial kabupaten/kota 

yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya 
____________________ x 100% 

Populasi korban bencana alam 

dan sosial yang 
membutuhkan perlindungan 

dan jaminan sosial pada saat 
dan setelah tanggap darurat 

bencana kabupaten/kota 

% 100 100 100 100 100 100 100 100   
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BAB V 
PENUTUP 

 
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 

merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah 
kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang 
operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan 
dalam penyusunan Renstra PD, antara lain: 
1. Keterpaduan dan Konsistensi 

Renstra PD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, 
seperti RPJPD, RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, agar 
terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat, daerah dan 
perangkat daerah. 

2. Berbasis Data dan Analisis yang Akurat 
Seluruh perumusan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator kinerja 
harus didasarkan pada data yang valid, terukur, serta analisis 
permasalahan yang komprehensif. 

3. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented) 
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun harus mampu 
memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

bukan hanya sebatas menghasilkan output administratif. 
4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi 

Renstra PD harus memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja 
kunci, indikator kinerja kegiatan, serta indikator SPM yang jelas sehingga 
memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja. 

5. Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis 
Perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi 
bencana dan kedaruratan harus diantisipasi melalui strategi adaptif yang 
memungkinkan penyesuaian Renstra PD secara tepat. 
Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada 

sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman 
strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun 
kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Keterpaduan 

Pelaksanaan Renstra PD harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, Renstra 
Kementerian/Lembaga terkait, serta kebijakan pembangunan nasional, 

sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan antarlevel 
pemerintahan. 

2. Konsistensi 
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai 
dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan 
dalam Renstra PD, sehingga arah pencapaian kinerja dapat terjaga. 

3. Efektivitas dan Efisiensi 
Pelaksanaan Renstra PD perlu memastikan bahwa sumber daya 
pembangunan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) digunakan secara 
tepat, hemat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan hasil (outcome) 
yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

4. Akuntabilitas dan Transparansi 
Setiap tahapan pelaksanaan Renstra PD wajib dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil, dengan 
penyajian data, informasi, dan capaian kinerja yang terbuka serta dapat 
diakses publik. 

5. Berorientasi Hasil (Result-Oriented) 
Implementasi Renstra PD harus diarahkan pada pencapaian outcome dan 
impact yang terukur, bukan sekadar pada penyelesaian output 
administratif. 

6. Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan 
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Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, 
kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), 
pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian 
strategi secara adaptif. 

7. Partisipatif dan Inklusif 
Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, 
termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi dan organisasi 
masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif 
terhadap kebutuhan riil masyarakat. 
Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi 

dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi 
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun 
ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan 
terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 
1. Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan 

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat 
Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam 
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). 

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan 
dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat 
daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur 
dan terikat secara formal. 

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) 
Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai 
capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus 
menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun 
berikutnya. 

4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian 
indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja. 

5. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan 

Strategis 
Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, 
maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan 
penyesuaian melalui mekanisme review Renstra atau perubahan Renstra 
sesuai ketentuan yang berlaku. 


